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Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap 
Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 302/Pid.Sus/2014/PN.Kpj 
tentang Tindak Pidana Mengangkut Hasil Hutan Kayu secara Tidak Sah” 
adalah hasil penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan bagaimana 
pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepanjen 
Nomor 302/Pid.Sus/2014/PN.Kpj tentang tindak pidana mengangkut hasil 
hutan kayu secara tidak sah serta bagaimana tinjauan hukum pidana Islam 
terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 
302/Pid.Sus/2014/PN.Kpj tentang tindak pidana mengangkut hasil hutan 
kayu secara tidak sah. 
Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan 
teknik dokumentasi. Setelah semua data terkumpul, data diolah dan 
dianalisis dengan metode deskriptif analisis dan dengan pola pikir deduktif 
untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut hukum 
pidana Islam.  
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertimbangan hukum 
hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 
302/Pid.Sus/2014/PN.Kpj tentang tindak pidana mengangkut hasil hutan 
kayu secara tidak sah adalah bahwa perilaku terdakwa telah memenunhi 
semua unsur- unsur dalam pasal 50 ayat (3) huruf h jo 78 (7) Undang-
Undang Nomor 41 tahun 1999. Selain itu hakim juga mempertimbangkan 
hal-hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa yaitu terdakwa 
mengakui dan menyesali perbuatannya,  terdakwa adalah tulang punggung 
keluarga,  serta terdakwa belum pernah dihukum. Dan hal-hal yang dapat 
memberatkan hukuman terdakwa yaitu bahwa perbuatan terdakwa tidak 
mendukung usaha pelestarian hutan. Berdasarkan hal itu, hakim 
menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan  dan denda sejumlah 
Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Tinjauan hukum pidana Islam 
terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 
302/Pid.Sus/2014/PN.Kpj tentang tindak pidana mengangkut hasil hutan 
kayu secara tidak sah adalah termasuk dalam jari>mah sariqah takzir. Hal 
ini disebabkan terdapat beberapa syarat yang tidak terpenuhi seperti bahwa 
kayu adalah barang yang mubah ( semua orang boleh memilikinya) serta 
kayu adalah barang tidak dapat disimpan dalam jangka panjang. 
Menyarankan kepada para hakim agar lebih teliti dan cermat dalam 
menangani suatu perkara. Dalam proses peradilan tidak semestinya terjadi 
salah menerapkan hukum, karena hukum sebagai pijakan utama dalam 
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A. Latar Belakang 
Negara Indonesia adalah negara hukum, demikianlah bunyi pasal 1 
ayat 3 UUD 1945. Dalam suatu negara hukum mengharuskan adanya 
pengakuan normatif dan pengakuan empirik terhadap prinsip supremasi 
hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai 
pedoman tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum yang 
terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hierarkis yang berpuncak 
pada UUD 1945. Selain itu, secara empiris supremasi hukum terwujud dalam 
perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mematuhi aturan hukum. 
1
 
Untuk mewujudkan negara hukum, sebuah  negara membutuhkan 
suatu perangkat untuk mengatur keseimbangan dan keadilan dalam segala 
bidang kehidupan yaitu melalui peraturan perundang-undangan. Peraturan 
perundang-undangan tersebut harus ada terlebih dulu atau mendahului 
perbuatan yang dilakukan agar segala tindakan pemerintah dan masyarakat 
berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Dalam 
hal ini, semua warga negara dianggap mengetahui tentang adanya suatu 
peraturan perundang-undangan sehingga ketidaktahuan seseorang tidak 
                                                     
1 Marwan Efendi, Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dalam Perspektif  Hukum, (Jakarta: 
 Gramedia Pustaka Utama, 20015), 1 


































menyebabkan ia bebas melanggar peraturan perundang-undangan.  
Perkembangan  bernegara dan berhukum telah menyebabkan banyaknya 
produk perundang-undangan serta berbagai bentuk keputusan pengadilan 
yang menetap sebagai yurisprudensi.2 
Pemerintah dalam menyusun peraturan perundang-undangan harus 
selalau mempertimbangkan asas hukum. Peraturan perundang-undangan 
membutuhkan asas hukum, karena asas hukum merupakan dasar-dasar 
(bersifat umum) yang terkandung dalam peraturan hukum. Dasar-dasar ini 
mengandung nilai-nilai etis yang diakui oleh suatu masyarakat, sehingga 
suatu perundang-undangan yang telah terbentuk diharapkan dapat memenuhi 
cita-cita dan kebutuhan masyarakat.3 Dalam pelaksanaannya pun tidak boleh 
bertentangan dengan asas hukum, demikian pula dalam putusan hakim. 
Indonesia sebagai suatu negara hukum membutuhkan para profesional 
hukum untuk mewujudkan hal tersebut, salah satunya yaitu hakim.  Hakim 
memiliki peranan yang penting dalam penegakan hukum, karena hakim 
adalah seseorang yang menerapkan undang-undang dalam setiap perkara di 
pengadilan. Apalagi penegakan hukum yang berkaitan dengan penjatuhan 
hukuman pidana, hakim harus berdasarkan kepada keadilan yang 
berlandaskan hukum. Sebagaimana dalam pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa  
Hakim  wajib  menggali,  mengikuti  dan  memahami  nilai-
nilai  hukum  dan  rasa keadilan  yang  hidup  dalam  
masyarakat. 
                                                     
2  Sri Rahayu Oktoberina Dan Niken Savitri, Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum, (Bandung: 
Refika Aditama, 2008),  67 
3 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum,  (Semarang :Citra Aditya Bakti , 2006), 47 



































Hakim yang ideal, selain memiliki kecerdasan yang  tinggi,  juga  
harus  mempunyai  kepekaan  terhadap  nilai-nilai keadilan, mampu  
mengintegrasikan  hukum  positif  ke dalam  nilai-nilai  agama, kesusilaan, 
sopan santun dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat melalui setiap 
putusan yang dibuatnya. Tidak hanya itu, hakim dalam membuat putusan 
harus mandiri, bebas dari pengaruh pihak manapun serta selalu 
mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam persidangan dan kaedah hukum 
yang dijadikan sebagai landasan yuridisnya. Dengan demikian putusan yang 
dijatuhkan akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat pencari 
keadilan sehingga mereka percaya kepada lembaga peradilan sebagai 
instrumen penegak hukum. 
Pada dasarnya kualitas seorang hakim ditentukan oleh putusannya, 
karena putusan adalah hasil karya hakim dalam melakukan penemuan-
penemuan hukum untuk mengatasi perkara-perkara di pengadilan. Sehingga 
hakim memiliki tanggung jawab yang besar dalam melahirkan putusan yang 
mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Putusan-putusan 
yang dihasilkan oleh pengadilan semestinya tidak menimbulkan masalah baru 
di kemudian hari. Oleh sebab itu, apabila seorang hakim membuat putusan 
yang bertentangan dengan hukum, maka dapat menciderai keadilan 
masyarakat, citra peradilan serta pribadi hakim itu sendiri.
4
 
Pelaksanaan  peran  hakim  sebagai  komponen  utama  lembaga  
peradilan, sekaligus  sebagai  bagian  yang  strategis  dan  sentral  dari  
                                                     
4  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Kencana, Jakarta:Kencana, 2005), 94 


































kekuasaan  kehakiman, selain memberikan kontribusi dalam melaksanakan 
misi institusinya, juga menjadi kontributor  dalam  proses  pelayanan  publik  
dalam menegakkan  hukum,  keadilan dan  kebenaran.  Di  sisi  yang  lain,  
juga  akan  berimplikasi  nyata  terhadap pemenuhan  tanggung  jawab  
kelembagaan  kekuasaan  kehakiman. Semakin berkualitas  putusan  yang  
dihasilkannya,  maka  peran  lembaga  yudikatif  ini  akan semakin  dirasakan  
kontribusi  dan  manfaatnya  bagi  masyarakat,  bangsa  dan negara. 
Sekalipun tugas hakim sangat berat dan membutuhkan ketelitian, 
hakim tetaplah manusia biasa yang memiliki hak psikologis yaitu takut, jujur, 
berani, khilaf dan lainnya. Begitupun dalam hal memeriksa suatu perkara 
seorang hakim dapat salah menerapkan hukum. Karena itu, hukum acara tetap 
memberikan ruang bagi seorang pencari keadilan untuk mengajukan 
keberatan atas suatu putusan pengadilan apabila dalam putusan tersebut 
ditemukan adanya salah menerapkan hukum. Koreksi atau perbaikan terhadap 
kesalahan pada pengadilan tingkat pertama, dilakukan oleh pengadilan tingkat 
banding dalam pemeriksaan banding, supaya pemeriksaan dan putusan 




Dalam hal ini, hakikinya suatu proses peradilan tidak semestinya 
terjadi salah menerapkan hukum, karena hukum sebagai pijakan utama dalam 
memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara. Dari aspek penegakan 
hukum, salah menerapkan hukum tidak terpisahkan dari profesionalitas 
                                                     
5 Boy Rendratamin, “Sebuah Pemikiran Tentang Salah Menerapkan Hukum”, 
http://www.boyyendratamin.com/2015/03/salah-menerapkan-hukum-sebuah-pemikiran.html, 
Diakses tanggal 13 juni 2017 


































penegak hukum. Jika suatu putusan pengadilan tingkat bawah sering 
dibatalkan atau diperbaiki oleh pengadilan atasnya dengan pertimbangan 
karena salah menerapkan hukum, maka persolannya tidak hanya pada adanya 
upaya hukum yang tersedia untuk mengatasi hal tersebut, tetapi juga 
berkaitan dengan kecermatan hakim dalam memeriksa suatu perkara. 
Kecermatan seorang hakim dapat dilihat dari penguasaan hukum oleh hakim 
dalam membuat pertimbangan berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap 
dalam persidangan.6 
Dengan demikian adanya upaya hukum merupakan salah satu cara 
untuk untuk memperbaiki dan meluruskan kesalahan penetapan hukum agar 
hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya. Serta apakah cara 
mengadili perkara benar-benar dilakukan menurut ketentuan undang-undang. 
Sebagaimana dalam pasal 30 UU No 14/1985 jo. UU No 5/2004  bahwa 
alasan permohonan kasasi yaitu pertama tidak berwenang (baik kewenangan 
absolut maupun relatif) untuk melampaui batas wewenang. Kedua, Salah 
menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Ketiga, lalai memenuhi 
syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang 
mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan.7 
Sebagaimana penjelasan di atas, bahwasanya dalam proses peradilan 
tidak semestinya terjadi salah menerapkan hukum karena akan menimbulkan 
beberapa permasalahan di kemudian hari. Namun kenyataannya sering kita 
jumpai suatu putusan pengadilan tingkat pertama yang diperbaiki karena 
                                                     
6Ibid. 
7 Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2000), 532 


































salah menerapkan hukum oleh pengadilan tingkat banding ataupun 
pengadilan tingkat kasasi. Salah menerapkan hukum atau kekeliruan 
penerapan hukum dapat diartikan bahwa hukum yang diterapkan terhadap 
orang yang bersangkutan tidak tepat karena tidak sesuai dengan undang-
undang. Kesalahan penerapan hukum juga terjadi pada putusan nomor 
302/Pid.Sus/2014 Pengadilan Negeri Kepanjen. Bahwa seorang terdakwa 
bernama Pendi Pratama, pada hari sabtu tanggal 08 Maret 2014, bertempat di 
Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang telah 
mengangkut hasil hutan kayu berupa 16 batang kayu Mahoni bentuk 
gelondong dengan ukuran panjang bervariasi antara 130 cm s/d 200 cm  dan 
diameter antara 14 cm s/d 20 cm dan kayu-kayu rencek berukuran lebih kecil 
sebanyak kurang lebih 3 SM (Stelsel Meter) dengan mengendarai truck colt 
Diesel Mitsubishi.  Dan ketika ditanya oleh polisi hutan Gatot Supriyanto dan 
Catur Hariyanto tentang Surat Keterangan  Sahnya Hasil Hutan yang 
seharusnya menyertai, terdakwa mengaku tidak memiliki karena kayu-kayu 
tersebut terdakwa beli dari Sukateni tanpa dilengkapi dengan Surat 
Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)  seharga Rp. 500.000,- 
yang kemudian oleh terdakwa akan dijual kembali seharga Rp. 900.000,- di 
daerah Lumajang. Perbuatan terdakwa dalam putusan tersebut diancam 
pidana pasal 50 ayat (3) huruf h jo. 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 
tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 


































tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 41 tahun 1999.8 
Dalam hukum pidana dikenal adanya tempus delicti (waktu terjadinya 
suatu kejahatan), untuk menentukan apakah suatu undang-undang dapat 
diterapkan terhadap suatu tindak pidana. Apabila terjadi perubahan undang-
undang ketika tersangka sedang dalam proses penyidikan atau peradilan. 
Maka dipilih undang-undang yang paling menguntungkan bagi tersangka. 
Selain itu, suatu peraturan perundang-undangan secara umum memiliki 4 
(empat) asas.  Pertama yaitu asas lex superior derogat legi inferior (peraturan 
yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah). Kedua asas lex specialis 
derogat legi generalis (peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan 
yang umum). Ketiga asas lex posteriori legi priori ( peraturan yang baru 
mengesampingkan peraturan yang lama). Dan keempat asas legalitas (tidak 




Asas  lex  posterior  derogat  legi  priori  menghendaki  peraturan  
perundang-undangan  yang  baru mengesampingkan  peraturan  perundang-
undangan  yang  terdahulu. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-
undangan yang baru lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. 
Penggunaan asas ini mensyaratkan bahwa dua peraturan perundang-undangan 
berada dalam hierarki yang sama dan dalam aspek yang  sama. Adanya asas 
                                                     
8 Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 302/Pid.Sus/2014. 
9 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), ed.3, (Yogyakarta:Liberty,1991), 
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ini bermaksud untuk mencegah dualisme dan menimbulkan ketidakpastian 
hukum.10 
Dalam Hukum Islam  setiap tindak pidana akan dikenakan suatu 
hukuman atau uqu>bah. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak 
pidana apabila melanggar perintah atau melakukan sesuatu yang dilarang 
sehingga mengakibatkan dampak yang buruk, baik bagi sistem atau aturan 
masyarakat, akidah, keamanan harta dan hal lain yang harus dipelihara. 
Tujuan dari adanya hukuman adalah agar manusia tidak melakukan tindak 
pidana. Dan dalan hukum Islam hakim dalam menjatuhkan suatu hukuman 
harus menegakkan dua prinsip yaitu menghindari hukuman had yang 
didalamnya terdapat syubhat dan seorang hakim lebih baik salah memaafkan 
daripada salah dalam menjatuhkan hukuman. Sebagaimana dalam Hadits 
berikut: 
َأِل َنََأئأط  خأيَ َما أمِلااَِىفََِو ف أع لاَ َر ي أخَ َنِمَ َنأاََأئأط  خأيَِيفََ ق  ع لا َوةأب  
 
 Seorang Imam atau hakim lebih baik salah memaafkan daripada 
salah menjatuhkan hukuman (HR.Hakim)11 
 
 Berdasarkan Hadits tersebut seorang hakim dalam memeriksa dan 
memutus suatu perkara pidana harus menerapkan prinsip kehati-hatian, 
sehingga hampir tidak mungkin seorang hakim salah dalam menjatuhkan 
hukuman. Apabila terjadi kesalahan maka negara akan turun tangan 
menanggung dan menyelesaikan masalah tersebut. Prinsip menghindari 
                                                     
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum..,101 
11 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam,(Yogyakarta: Logung Pustaka,2004),  69 


































hukuman had yang didalamnya terdapat syubhat adalah salah satu sikap 
kehati-hatian yang harus diterapkan oleh hakim. 
Adapun menurut Abdul Qadir Al-Audah terdapat beberapa hal yang 
harus diperhatikan oleh hakim sebagai sikap kehati-hatian, agar tidak salah 
dalam menerapkan hukum ketika terjadi perubahan undang-undang yaitu: 
1. Bila  aturan  baru  keluar  sebelum  ada  putusan   tetap terhadap 
perbuatan  itu,  maka  harus   dipakai   aturan yang baru, 
2. Bila aturan baru keluar sesudah ada putusan tetap, dan aturan  yang  baru  
lebih  menguntungkan,  maka  harus dijalankan sesuai dengan aturan 
yang baru, 
3. Bila  aturan  baru  keluar  dan  sudah  ada  putusan  tetap, maka  jika   
aturan  itu memandang   bukan suatu  pidana maka   putusan   itu  tidak   
boleh  dijalankan,  dan   jika mulai dijalankan harus segera dihentikan, 
4. Bila aturan baru yang dikeluarkan memberikan hukum yang  lebih  berat,  
maka  aturan  ini  tidak  berlaku  bagi terpidana,  karena  aturan  baru  
tidak  memberikan keuntungan  bagi  terpidana  dan  pada   dasarnya  




Selain itu, seorang hakim haruslah memenuhi syarat-syarat keahlian 
tentang hukum dan mampu berijtihad sesuai dengan koflik, indikasi-indikasi, 
situasi dan kondisi dari perkara yang diajukan kepadanya. Dalam hal ini dua 
pengetahuan yaitu pengetahuan tentang hukum dan pengetahuan mengenai 
                                                     
12 Acmad Yasin, “Akselerasi Locus Delicti dan Tempus Delicti dalam Nalar Kajian Fikih Jinaya”, 
Al-Qanun ,Vol.11 No.1 (Juni, 2008), 245 


































peristiwa hukum. Seorang hakim harus mampu menganalisa fakta-fakta 
dalam persidangan dan menerapkan hukum yang sesuai dengan peristiwa 
tersebut.13 
Sebagai contoh kasus dalam putusan nomor 302/Pid.Sus/2014/PN. 
Kpj, dapat diketahui bahwa tindak pidana mengangkut hasil hutan kayu tanpa 
disertai SKKSH oleh Pendi Pratama memiliki tempus delicti yaitu 08 Maret 
2014 dan diancam dengan pidana pasal 50 ayat (3) huruf h jo. 78 ayat (7) 
Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam hal ini 
hakim kurang cermat dalam memperhatikan tempus delicti sehingga salah 
dalam menerapkan hukum, karena Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 
tentang Kehutanan telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang 
Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 
Hutan serta telah diundangkan pada tanggal 08 Agustus 2013. Dengan 
berlakunya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan maka sudah seharusnya tindak pidana  yang 
terjadi setelah adanya undang-undang tersebut diadili dan diproses sesuai 
dengan undang-undang ini. Sebagaimana dalam asas hukum lex posteriori 
legi priori ( peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama). 
Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti dan 
menganalisa lebih lanjut mengenai kasus pengangkutan hasil hutan yang 
tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang 
terjadi di kecamatan Donomulyo tersebut dengan judul penelitian” Tinjauan 
                                                     
13 Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam,(Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2006),2 


































Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 
302/Pid.Sus/2014/PN.Kpj tentang Tindak Pidana Mengangkut Hasil Hutan 
Kayu secara Tidak Sah” 
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi 
beberapa masalah yang timbul sebagai berikut: 
1. Penerapan asas hukum lex posteriori derogat legi priori dalam putusan 
pengadilan. 
2. Dampak tidak menerapkan asas hukum lex posteriori derogat legi priori 
dalam putusan pengadilan. 
3. Pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri 
Kepanjen Nomor 302/Pid.Sus/2014/PN.Kpj tentang tindak pidana 
mengangkut hasil hutan kayu secara tidak sah. 
4. Tindak pidana mengangkut hasil hutan kayu secara tidak sah. 
5. Tindak pidana mengangkut hasil hutan kayu secara tidak sah menurut 
Hukum Pidana Islam. 
6. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri 
Kepanjen Nomor 302/Pid.Sus/2014/PN.Kpj tentang tindak pidana 
mengangkut hasil hutan kayu secara tidak sah. 
Berdasarkan identifikasi  masalah diatas dan juga bertujuan agar 
permasalahan dapat dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan 
karya ilmiah ini dengan batasan sebagai berikut: 


































1. Pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri 
Kepanjen Nomor 302/Pid.Sus/2014/PN.Kpj tentang tindak pidana 
mengangkut hasil hutan kayu secara tidak sah. 
2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri 
Kepanjen Nomor 302/Pid.Sus/2014/PN.Kpj tentang tindak pidana 
mengangkut hasil hutan kayu secara tidak sah. 
C. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Pengadilan 
Negeri Kepanjen Nomor 302/Pid.Sus/2014/PN.Kpj tentang tindak pidana 
mengangkut hasil hutan kayu secara tidak sah ? 
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan 
Negeri Kepanjen Nomor 302/Pid.Sus/2014/PN.Kpj tentang tindak pidana 
mengangkut hasil hutan kayu secara tidak sah ? 
D. Kajian Pustaka 
Kajian  pustaka  adalah  deskripsi  singkat  tentang  kajian  atau 
penelitian yang  sudah  pernah  dilakukan  di  seputar  masalah  yang  diteliti 
sehingga terlihat  jelas  bahwa  kajian  yang  akan  dilakukan  ini  tidak 
merupakan  pengulangan  duplikasi  dari  kajian  atas  penelitian  tersebut. 
Berkaitan dengan tema tindak pidana di bidang kehutanan pernah 
dibahas oleh mahasiswa Fakultas Hukum dan Syariah, diantaranya adalah: 
1. Rahmad Rahardjo pada tahun 2016 tentang Analisis Hukum Pidana Islam 
Terhadap Putusan Hakim Pada Kasus Pembakaran Lahan: Studi Putusan 
Pengadilan Negeri Meulaboh No. 131/Pid.B/2013/PN.Meulaboh. dengan 


































kesimpulan bahwa pembakaran hutan oleh PT kallista Alam telah 
melanggar pasal 108 jo pasal 69 ayat (1) huruf (h), pasal 116 ayat (1) 
huruf (a) pasal 118, pasal 119 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan diputus 
denga hukuman denda sebesar 3.000.000.000 (tiga milyar) rupiah.14 
2. Titin Indarti pada tahun 2014 tentang Kajian Fiqh Jinayah Terhadap 
Tindak Pidana Membeli Hasil Hutan Yang Diambil Secara Tidak Sah: 
Studi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor:170/ 
Pid.Sus/2013/PN. KPJ. Dengan kesimpulan bahwa faktor seseorang 
melakukan tindak pidana membeli hasil hutan yang diambil secara tidak 
sah adalah faktor pendidikan dan ekonomi. Perbuatan tersebut melanggar 
pasal 50 ayat 3 jo pasal 78 ayat 5 dalam Undang-Undang No.41 Tahun 
1999 tentang kehuutanan. Serta dalam fiqh jinayah tindak pidana tersebut 
disebut sebagai penadahan yang termasuk dalam jarimah pencurian 
sehingga dikenai hukuman hudud berupa potong tangan.15 
3. Muhammad Abdul Ghani pada tahun 2013 tentang Sanksi Terhadap 
Illegal Logging Di Kecamatan Kedung Adem Kabupaten Bojonegoro 
Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 4 Tahun 2003 
Dalam Perspektif Fikih Jinayah. dengan kesimpulan bahwa perbuatan 
terdakwa telah melanggar pasal 61 dalam Peraturan Daerah Provinsi 
                                                     
14  Rahmad Rahardjo, Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Pada Kasus 
Pembakaran Lahan: Studi Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh 
No.131/Pid.B/2013/PN.Meulaboh. ( Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016) 
15 Titin Indarti, Kajian Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Membeli Hasil Hutan Yang Diambil 
Secara Tidak Sah: Studi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor:170/ Pid.Sus/2013/PN. 
KPJ, ( Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014) 


































Jawa Timur No. 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan dan dikenai 
sanksi pidana kurungan paling lama  6 bulan atau denda paling banyak 
5.000.000 (lima juta) rupiah. dalam fikih jinayah perbuatan terdakwa 
termasuk dalam jarimah ta‟zir.16 
4. Zulaikhah pada tahun 2013 tentang Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap 
Sanksi Pelanggaran Konservasi Taman Hutan Raya R. Soerjo di Wilayah 
SKPKH Mojokerto Menurut UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 
Dengan kesimpulan bahwa sanksi yang diberikan apabila melakukan 
pelanggaran adalah pembinaan dan peringatan serta membuat surat 
pernyataan untuk tidak mengulang kembali perbuatannya. Namun 
apabila terbukti melakukan tindak pidana maka akan langsung diproses 
secara hukum sebagaimana dalam pasal 78 dan 79 UU No.41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan. Jika dikaitkan dengan fikih jinayah maka 
perbuatan tersebut dalam jarimah hudud yang dijatuhi hukuman ta‟zir.17 
Skripsi di atas memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu  
sama-sama meneliti tentang tindak pidana di bidang kehutanan. Namun 
perbedaannya adalah penelitian ini memfokuskan pada 3 hal. Pertama  
penerapan asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori dalam putusan Nomor 
302/Pid.Sus/2014/PN.Kpj. Kedua menjelaskan tentang tindak pidana 
mengangkut hasil hutan kayu secara tidak sah dalam hukum positif dan 
                                                     
16 Muhammad Abdul Ghani, Sanksi Terhadap Illegal Logging Di Kecamatan Kedung Adem 
Kabupaten Bojonegoro Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 4 Tahun 2003 
Dalam Perspektif Fikih Jinayah, (Surabaya:UINSunan Ampel, 2013) 
17 Zulaikhah, Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Sanksi Pelanggaran Konservasi Taman Hutan 
Raya R. Soerjo di Wilayah SKPKH Mojokerto Menurut UU No.41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan,( Surabaya:UIN Sunan Ampel, 2013) 


































hukum pidana Islam. Ketiga menjelaskan sanksi tindak pidana mengangkut 
hasil hutan kayu secara tidak sah menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 
2013 tentang Pencegahan dan Permberantasan Perusakan Hutan. 
E. Tujuan Penelitian  
Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap putusan 
Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 302/Pid.Sus/2014/PN.Kpj tentang 
tindak pidana mengangkut hasil hutan kayu secara tidak sah. 
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan 
Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 302/Pid.Sus/2014/PN.Kpj tentang 
tindak pidana mengangkut hasil hutan kayu secara tidak sah. 
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu membawa beberapa 
manfaat sebagai berikut: 
1. Secara  Teoritis:  dapat  dijadikan  pedoman  untuk  menyusun  hipotesis 
penulisan  berikutnya,  bila  ada  kesamaan  dengan  masalah  ini,  dan 
memperluas  khasanah  ilmu  pengetahuan  mengenai  pertimbangan 
hakim  terhadap  putusan  Nomor 302/Pid.Sus/2014/PN.Kpj tentang  
tindak pidana mengangkut hasil hutan kayu secara tidak sah. 
2. Secara  praktis:  hasil  penelitian  ini  dapat  dijadikan  sebagai  bahan 
pertimbangan  dalam  menganalisis  dan  argumentasi  hukum  yang 
diperlukan agar diperoleh daya guna yang diharapkan bagi penegakkan 


































hukum  demi  terciptanya  suasana  yang  adil  dan  kondusif  serta 
menjamin  kepastian  hukum  bagi  hak-hak  rakyat.  Dengan  demikian, 
dapat ikut mengupayakan pemikiran ilmiah dalam bidang hukum yang 
diharapkan  bermanfaat  bagi  upaya  terciptanya  keadilan  dan 
kemaslahatan  bagi  rakyat  yang  sesuai  dengan  Undang-Undang  Dasar 
serta al-Qur‟an dan Hadits. 
G. Definisi Operasional  
Sebagai  gambaran  di  dalam  memahami  suatu  pembahasan  maka 
perlu adanya  pendefinisian  terhadap  judul  yang  bersifat  operasional dalam 
penulisan skripsi ini agar mudah dipahami secara jelas tentang arah  dan  
tujuannya,  sehingga  tidak  terjadi  kesalahpahaman  dalam memahami 
maksud yang terkandung. Oleh karena itu penulis memberikan penjelasan 
sebagai berikut: 
1. Hukum Pidana Islam adalah  hukum-hukum syara‟ yang  bersumber dari 
al-Qur‟an dan Hadits yang menyangkut masalah tindak pidana (jari>mah) 
dan hukumannya (uqu>bah). 
18
  Dalam hal ini mengenai jari>mah takzir 
yakni mengangkut hasil hutan kayu secara tidak sah. 
2. Hasil  hutan  kayu  adalah  hasil  hutan  berupa  kayu  bulat, kayu  bulat  
kecil,  kayu  olahan,  atau  kayu  pacakan  yang berasal dari kawasan 
hutan. 
                                                     
18 Ahmad Wardi, Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005),1 


































3. Tindak pidana mengangkut hasil hutan kayu secara tidak sah adalah 
perbuatan yang melanggar undang-undang yakni mengangkut hasil hutan 
kayu tanpa disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. 
4. Putusan pengadilan Nomor 302/Pid.Sus/2014/PN.Kpj adalah putusan 
mengenai perkara mengangkut hasil hutan kayu secara tidak sah. 
H. Metode Penelitian 
Jenis  penelitian  yang  akan  dipakai  adalah  kajian  pustaka  (library 
research), yaitu studi kepustakaan dari berbagai referensi yang relevan 
dengan pokok bahasan tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor 
302/Pid.Sus/2014/PN.Kpj. tentang tentang  tindak pidana mengangkut hasil 
hutan kayu secara tidak sah. Dalam kaitannya dengan penelitian ini akan  
digunakan  beberapa  pendekatan  perundang-undangan  dan  asas perundang-
undangan. 
1. Data yang dikumpulkan 
Berdasarkan  masalah  yang  dirumuskan,  maka  data  yang  dikumpulkan 
dalam penelitian ini meliputi: 
a. Data tentang tindak pidana mengangkut hasil hutan kayu secara tidak 
sah dalam putusan Nomor 302/Pid.Sus/2014/PN.Kpj. 
b. Pandangan hukum pidana Islam terhadap putusan 
Nomor302/Pid.Sus/2014/PN.Kpj. 
2. Sumber Data 


































Sumber  data  merupakan  bagian  dari  skripsi  yang  akan menentukan 
keontetikan  skripsi,  berkenaan  dengan  skripsi  ini sumber data yang 
dihimpun dari: 
a. Sumber Data Primer 
Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 
kepada pengumpul data.
19
 Sumber data primer penelitian ini adalah 
dokumen   putusan  Nomor 302/Pid.Sus/2014/PN.Kpj. 
b. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapat dari sumber 
yang tidak langsung, berfungsi sebagai pendukung terhadap 
kelengkapan penelitian. Data- data tersebut  diambil  dan  diperoleh  
dari  bahan  pustaka dengan  mencari  data  atau  informasi  berupa  
benda-benda  tertulis seperti  buku-buku,  majalah,  dokumen  
peraturan-peraturan  dan catatan  harian  lainnya.20 Data yang dimaksud 
antara lain: 
1) Suriansyah Murhaini, Hukum Kehutanan, Yogyakarta, Laksbang 
Grafika, 2011 
2) Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim, Jakarta,Sinar 
Grafika,2011 
3) Sudikno Mertokususmo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, 
Yogyakarta, Liberty, 2003 
4) KUHP dan KUHAP, Surabaya, Grahamedia Press, 2012 
                                                     
19 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif  dan R&D, (Bandung: Alfabeta,2014),225 
20 Suharsimi  Arikunto,  Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek,  (Jakarta:  Rineka 
Cipta,1997),115 


































5) Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
a. Dokumentasi  adalah  teknik  pengumpulan  data  yang  tidak lansung 
ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen, atau  
dilakukan  melaui  berkas  yang  ada. 
21
 Dokumen  ini  yang  diteliti 
adalah  putusan  Pengadilan  Negeri  Kepanjen  Nomor 
302/Pid.Sus/2014/PN.Kpj. 
b. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari 
buku, undang-undang, artikel dan internet. teknik mengumpulkan data 
dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah, dan mencatat 
hal yang berhubungan dengan penelitian.
22
 
4. Teknik Pengolahan Data 
Semua data yang terkumpul kemudian diolah dengan cara sebagai 
berikut: 
a. Editing, yaitu melakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang 
diperoleh  secara  cermat  baik  dari  sumber  primer  atau  sumber 
sekunder,  tentang  kajian  hukum  pidana  Islam  terhadap  tindak 
pidana mengangkut hasil hutan kayu secara tidak sah dalam putusan 
Nomor  302/Pid.Sus/2014/PN.Kpj  
b. Organizing,  yaitu  menyusun  dan  mensistematikan  data yang 
berisikan dengan kerangka  paparan  yang  sudah direncanakan  yang  
                                                     
21 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004),61 
22 Ibid., 61 


































tersusun  pada  bab  III  tentang  tindak pidana mengangkut hasil hutan 
kayu secara tidak sah dalam putusan Nomor 302/Pid.Sus/2014/PN.Kpj 
c. Analizing, yaitu memberikan analisa tinjauan  hukum  pidana Islam  
mengenai  pertimbangan  hukum  hakim  dalam  memutuskan sanksi 




5. Teknik Analisis Data 
Data yang dikumpulkan secara sistematis kemudian dianalisis dengan 
metode deksriptif analisis dengan pola pikir deduktif  
a. Teknik deskriptif analisis, yaitu suatu cara untuk menggambarkan data 
yang telah terkumpul sebagaimana adanya tenpa bermaksud membuat 
kesimpulan yang berlaku untuk umum.
24
 Dan dalam penelitian ini 
penulis memaparkan tindak pidana mengangkut hasil hutan kayu secara 
tidak sah dalam putusan Nomor 302/Pid.Sus/2014/PN.Kpj  
b. Deduktif yaitu pola fikir yang  membahas  persoalan yang dimulai 
dengan memaparkan hal-hal  yang bersifat umum ke hal-hal yang 
bersifat khusus.
25
  Dalam penelitian ini berupa  tinjauan  hukum  pidana  
Islam  terhadap putusan Nomor 302/Pid.Sus/2014/PN.Kpj.  kemudian  
ditarik suatu  kesimpulan yang  bersifat  khusus  dari  penelitian yang 
dilakukan. 
                                                     
23 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 248 
24 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D..., 147 
25 Burhan Burgin, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Jakarta: Rajawali Press ,2012), 70 


































I. Sistematika Pembahasan  
Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dikelompokkan menjadi 
lima  bab,  terdiri  dari  sub-sub  bab  yang  masing-masing  mempunyai 
hubungan  dengan  yang  lain  dan  merupakan  rangkaian  yang  berkaitan. 
Agar  penulisan  skripsi  ini  terkesan  teratur maka sistematika 
pembahasannya adalah sebagai berikut: 
Bab  yang  pertama  tentang  pendahuluan  yang  menguraikan 
mengenai  latar  belakang  masalah,  identifikasi  masalah dan batasan  
masalah, rumusan  masalah,  tujuan  penelitian,  kajian  pustaka,  kegunaan  
hasil penelitian, definisi  operasional,  metode  penelitian  dan  sistematika 
pembahasan. 
Bab yang kedua mengemukakan  tentang Pengertian asas hukum, 
penerapan asas lex posteriori derogat legi priori di Indonesia, penerapan asas 
lex posteriori derogat legi priori dalam hukum pidana Islam. tindak pidana 
mengangkut hasil hutan kayu menurut hukum positif, dan teori sariqah. 
Bab yang ketiga memaparkan tentang  hasil  yang  diperoleh  dari  
proses meneliti  data-data  dari  putusan  Pengadilan  Negeri Kepanjen dalam 
putusan Nomor 302/Pid.Sus/2014/PN.Kpj. pertimbangan hukum hakim 
tersebut dapat berupa pertimbangan yuridis maupun sosiologis. 
Bab yang keempat  menjelaskan  analisis  pertimbangan  hakim 
terhadap putusan Nomor 302/Pid.Sus/2014/PN.Kpj tentang  tindak pidana 
mengangkut hasil hutan kayu secara tidak sah. 
Bab yang kelima tentang  penutup  yang  menguraikan  mengenai 
kesimpulan  yang dapat diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan dan 


































proses  meneliti,  serta  saran-saran  yang  dapat  penulis  kemukakan  kepada 













































ASAS LEX POSTERIORI DEROGAR LEGI PRIORI DAN TINDAK 
PIDANA MENGANGKUT HASIL HUTAN KAYU SECARA TIDAK SAH  
DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM 
 
A. Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori 
1. Pengertian Asas Hukum 
Secara bahasa kata asas berasal dari bahasa arab yaitu asa>sun yang 
berarti dasar, basis, pondasi. Jika dihubungkan dengan sistem berfikir 
maka yang dimaksud asas adalah landasan berfikir yang sangat mendasar. 
Jika kata asas dihubungkan dengan hukum, yang dimaksud dengan asas 
adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan 
pendapat, terutama dalam penegakan hukum.
26
  
Sedangkan menurut C.W. Paton, asas adalah: “a principles is the 
broad reason, which lies at the base of a rule of  law”. Dalam bahasa 
Indonesia kalimat tersebut berbunyi; asas adalah suatu alam pikiran yang 
dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma hukum.
27
 
Asas hukum merupakan pokok pikiran yang bersifat umum yang 
menjadi latar belakang dari peraturan hukum yang konkret (hukum 
positif). Satjipto Rahardjo mengatakan, asas hukum adalah jiwanya 
                                                     
26 Muhammmad Daud Ali, Hukum Islam,(Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2014), 126 
27 Chainur Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar  Grafika, 2001), 36 


































peraturan didalam hukum (equality before the law), setiap orang harus 
diberlakukan sama, hal ini disebabkan:
28
 
a. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu 
peraturan hukum. 
b. Asas hukum sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau 
merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Sedangkan dalam asas 
kewibawaan diperkirakan adanya ketidaksamaan. 
Sudikno Mertokusumo juga mengatakan bahwa asas hukum bukan 
merupakan hukum konkrit, melainkan pikiran dasar yang umum sifatnya 
atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat 
dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan 
perundang-undangan dan putusan hakim yang  merupakan hukum positif 




Asas hukum tidak akan habis kekuatannya karena telah melahirkan 
suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap ada dan akan melahirkan 
peraturan-peraturan hukum selanjutnya. Dengan kata lain, dari suatu asas 
hukum dapat diturunkan berbagai peraturan hukum. Oleh karena itu, Paton 
menyebut asas hukum sebagai suatu sarana yang membuat hukum itu 
hidup, tumbuh dan berkembang sehingga hukum bukan sekedar kumpulan 
                                                     
28 Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Prestasi Putaka, 20016), 83 
29 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2003), 34 


































peraturan, melainkan dengan mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan 
etis telah mengubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis.
30
 
Asas hukum bukanlah peraturan hukum, akan tetapi tidak ada hukum 
yang dapat dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di 
dalamnya. Sehingga untuk mengetahui hukum suatu bangsa dengan baik 
tidak bisa dengan melihat dari peraturan perundang-undangannya saja 
melainkan juga dengan menggalinya sampai kepada asas-asas hukumnya. 
Karena asas hukum inilah yang memberikan makna etis kepada peraturan-
peraturan hukum dan tata hukumnya.
31
 
Dengan adanya asas hukum, hukum tidak hanya sekedar sebagai 
kumpulan peraturan-peraturan. Namun juga mengandung nilai-nilai dan 
tuntutan-tuntutan etis. Asas hukum juga dapat menjadi jembatan antara 
peraturan dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat. Oleh 




Menurut J.H.M. Klanderman et al., asas hukum mempunyai dua 
fungsi, yakni fungsi dalam hukum dan fungsi dalam ilmu hukum. Fungsi 
yang pertama mendasarkan eksistensinya pada rumusan pembentuk 
undang-undang dan hakim (fungsi mengesahkan) serta mempunyai 
pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak. Sementara fungsi dalam 
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ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan eksplikatif (menjelaskan). 
Tujuannya adalah memberikan ikhtisar, tidak normatif sifatnya dan tidak 
termasuk hukum positif.
33
 Selain itu asas-asas hukum juga mempunyai arti 
penting bagi pembentukan hukum, penerapan hukum, dan pengembangan 
ilmu hukum. Bagi pembentukan hukum, asas-asas hukum memberikan 
landasan secara garis besar mengenai ketentuan-ketentuan yang perlu 
dituangkan di dalam aturan hukum. Di dalam penerapan hukum asas-asas 
hukum sangat membantu bagi digunakannya penafsiran dan penemuan 
hukum maupun analogi. Adapun bagi pengembangan ilmu hukum asas 
hukum mempunyai kegunaan, karena di dalam asas-asas hukum hukum 
dapat ditunjukkan berbagai aturan hukum yang pada tingkat yang lebih 




2. Pembagian Asas Hukum 
Asas hukum pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu asas 
hukum umum dan asas hukum khusus. Asas hukum umum adalah asas 
hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, seperti asas 
restitutio in integrum, lex posteriori derogat legi priori, lex specialis 
derogat legi generalis, lex superiori derogat legi inferiori, equality before 
the law, dan sebagainya.
35
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Asas lex superiori derogat legi inferiori memiliki arti bahwa peraturan 
perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah tidak boleh 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan 
mengatur materi normatif yang sama. Jika terjadi pertentangan maka 
peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi akan 
mengesampingan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih 
rendah sebab adanya hierarki peraturan perundang-undangan. 
Asas lex posteriori derogat legi priori memiliki arti bahwa peraturan 
perundang-undangan yang baru  mengesampingkan peraturan perundang-
undangan yang lama. Jika terjadi pertentangan antara peraturan 
perundang-undangan yang lama dengan peraturan perundang-undangan 
yang baru maka peraturan perundang-undangan yang baru dapat 
membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu 
dengan syarat mengatur materi normatif yang sama.  
Asas lex specialis derogat legi generalis memiliki arti bahwa 
peraturan perundang-undangan yang khusus mengesampingkan peraturan 
perundang-undangan yang umum, maksudnya apabila ada dua macam 
peraturan perundang-undangan yang setingkat dan berlaku secara 
bersamaan serta saling bertentangan  dengan materi normatif yang sama. 
Maka peraturan perundang-undangan yang khusus akan mengesampingkan 
peraturan perundang-undangan yang umum. Contoh KUHP terhadap 


































Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
36
 
Asas hukum khusus merupakan perwujudan dari kekhususan 
masyarakat dan kebudayaan yang tercermin dalam sistem hukumnya.  
Asas hukum khusus berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti 
asas-asas umum pemerintahan yang baik (good governance) dalam bidang 





3. Hubungan Asas Hukum dan Sistem Hukum 
Setiap sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman 
dalam pembentukannya. Dapat dikatakan bahwa suatu sitem tidak terlepas 
dari asas-asas yang mendukungnya. Dengan demikian, sifat sistem itu 
menyeluruh dan berstruktur yang keseluruhan komponen-komponen 
bekerja sama dalam hubungan fungsional. Komponen-komponen tersebut 
meliputi masyarakat hukum, budaya hukum, filsafat hukum, ilmu hukum, 




Subekti menyebutkan bahwa sistem hukum sebagai suatu susunan 
atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-
bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau 
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pola, hasil dari suatu pemikiran, untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena 
itu kerusakan salah satu bagian dapat merusak seluruh bagian yang 
berpengaruh pada pencapaian tujuan dari sistem itu. 
39
 
Di dalam suatu sistem yang terdapat sebuah kesatuan itu tidak 
dikehendaki adanya konflik, pertentangan atau kontradiksi antara bagian-
bagian. Kalau sampai terjadi konflik maka akan segera diselesaikan oleh 
dan di dalam sistem hukum itu sendiri dan tidak dibiarkan berlarut-larut. 
Dengan demikian suatu peraturan perundang-perundangan sebagai salah 
satu komponen sistem hukum harus berkaitan erat dan bisa dikembalikan 
kepada asas hukum jika ditemukan antinomi hukum. Karena setiap sistem 
hukum mempunyai asas hukumnya.
40
  
Oleh karena itu, keberadaan asas hukum dalam sistem hukum itu 
merupakan ketentuan prinsip dalam sistem hukum itu sendiri. Termasuk 
dalam melakukan rekayasa sosial, asas hukum dapat dijadikan dasar 
sebagaimana fungsinya untuk mewujudkan pembangunan hukum nasional 
yang dinamis dan kondusif. Menjaga ketaatan terhadap asas hukum akan 




Suatu sistem dikategorikan dalam suatu  sistem hukum atau bukan, 




                                                     
39 Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum..., 88 
40 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), (Yogyakarta:Liberty,2005), 122 
41 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004) , 114 
42 Muhamad Sadi Is, Pengantar Ilmu Hukum, ( Jakarta: Kencana, 2015),  225 


































a. Suatu sistem hukum itu harus mengandung aturan-aturan yang tidak 
hanya memuat keputusan yang bersifat sementara. 
b. Peraturan itu setelah selesai dibuat harus diumumkan. 
c. Berlaku asas fiksi, dalam arti setiap orang dianggap telah mengetahui 
adanya peraturan yang telah diundangkan. 
d. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, sebab apabila ada 
peraturan yang berlaku yang demikian maka peraturan tersebut tidak 
dapat dipakai sebagai pedoman bersikap tindak. 
e. Peraturan itu harus dirumuskan dan disusun dengan kata-kata yang 
mudah dimengerti. 
f. Suatu sistem hukum tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi 
dengan apa yang dapat dilakukan. 
g. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan, sebab hal 
ini sering dilakukan maka orang akan kehilangan orientasi. 
h. Suatu sistem tidak boleh mengandung aturan yang bertentangan satu 
sama lainnya. 
H.L.A Hart berpendapat bahwa ciri khas suatu sistem hukum adalah 
kumpulan ganda dari peraturan-peraturan. Suatu sistem hukum adalah 
kesatuan dari peraturan-peraturan primer dan peraturan-peraturan 
sekunder. Peraturan primer adalah aturan-aturan yang memberikan hak 
dan membebankan kewajiban kepada anggota-anggota masayarakat. 
Sebagai contoh peraturan primer adalah aturan-aturan hukum yang 
terdapat dalam hukum pidana yang melarang orang melakukakan 


































pembunuhan, pencurian dan sebagainnya. Peraturan sekunder adalah 
aturan-aturan yang menetapkan bagaimana dan oleh siapa peraturan primer 
dibuat, dinyatakan berlaku, diubah dan dinyatakan tidak berlaku. Baik 




Oleh sebab itu, seharusnya dalam pembuatan peraturan hukum 
haruslah tersusun dan berkaitan satu sama lain dari berbagai unsur-unsur 
dan bagian-bagian dalam suatu kesatuan. Sehingga tercapai suatu tujuan 
hukum yang baik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mochtar 
Kusumaatmadja, agar hukum di negara kita dapat berkembang dan kita 
bisa berhubungan dengan bangsa lain di dunia sebagai sesama masyarakat 
hukum, kita perlu memelihara dan mengembangkan asas-asas dan konsep-
konsep hukum yang secara umum dianut manusia atau asas hukum yang 
universal. Jalan keluarnya adalah sebaiknya dalam membangun hukum 
nasional, diutamakan asas-asas yang umum diterima oleh bangsa-bangsa 
tanpa meninggalkan asas-asas hukum asli atau hukum adat yang masih 




4. Penerapan Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori di Indonesia 
Syarat mutlak untuk berlakunya undang-undang ialah diundangkan 
dalam lembaran negara oleh Sekretaris Negara. Undang-undang itu mulai 
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berlaku menurut tanggal yang ditentukan dalam undang-undang itu 
sendiri. Jika tanggal berlakunya tidak dtentukan dalam undang-undang itu 
maka mulai berlaku sejak hari ketiga puluh sesudah diundangkan dalam 
lembaran negara untuk Jawa dan Madura dan untuk daerah-daerah luar 
Jawa dan Madura mulai berlaku sejak seratus hari setelah diundangkan 
dalam lembaran negara. 
Apabila persyaratan tersebut telah terpenuhi, maka berlakulah suatu 
fictie dalam hukum, yakni setiap orang dianggap telah mengetahui adanya 
suatu undang-undang. Dengan demikian setiap orang tidak boleh membela 
diri dengan alasan belum mengetahui undang-undang itu.
45
 




a. Jika undang-undang itu jangka  waktu berlakunya sudah habis 
b. Jika hal-hal atau keadaan/objek yang diatur oleh undang-undang itu 
sudah habis 
c. Jika undang-undang itu dengan tegas dicabut oleh pembentuknya atau 
intansi yang lebih tinggi 
d. Jika telah dikeluarkan undang-undang baru yang isinya bertentangan 
dengan isi undang-undang terdahulu. 
Penghapusan dan pencabutan undang-undang dapat dinyatakan secara 
tegas dengan  undang-undang dan dapat pula dilakukan dengan diam-diam 
yaitu dalam hal ketentuan undang-undang yang baru berlainan dengan 
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undang-undang yang lama. Baik dalam ilmu hukum maupun perundang-
undangan berlaku suatu asas yang berbunyi “Lex Posteriori Derogat Legi 
Priori”, artinya suatu hukum baru menggantikan hukum yang lama.47 
Penerapan asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori dalam penegakan 
hukum di Indonesia sangat berkaitan dengan asas legalitas. Hal ini 
dikarenakan undang-undang yang baru lebih mencerminkan kondisi serta 
kerbutuhan di masyarakat. Suatu perbuatan yang melanggar norma sosial 
yang berlaku di masyarakat bahkan hingga merugikan sesama tetap tidak 
bisa dikatakan bersalah secara hukum karena belum ada ketentuan yang 
mengatur atau sudah ada undang-undangnya tetapi tidak mengatur hal 
yang demikian. Dengan adanya undang-undang yang baru maka perbuatan 
tersebut dapat dipidana sebagaimana bunyi asas legalitas “Nullum 
Dellictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali”, yang berarti tidak ada 
tindak pidana, tidak ada hukuman, tanpa ada peraturan yang 
mendahuluinya. 
Dari asas legalitas ini tampak bahwa terhadap perbuatan yang 
diancam dengan pidana, yang diberlakukan adalah hukum atau undang-
undang yang sudah ada pada saat itu, tidak boleh dipakai undang-undang 
yang akan dibuat sesudah perbuatan itu terjadi. Oleh karena itu disini 
berlaku pula asas temporis delicti yang artinya adalah undang-undang pada 
saat delik atau kejahatan itu terjadi. Itulah asas yang dipakai di 
Indonesia.
48
  Dan dijelaskan dalam pasal 1KUHP yang terdiri 2 ayat yaitu: 
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(1) Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan 
pidana dalam perundang-undangan. 
(2) Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan, maka terhadap 








a. Tiada suatu perbuatan merupakan suatu  tindak pidana, kecuali telah 
ditentukan dalam undang-undang terlebih dahulu. 
b. Ketentuan undang-undang harus ditafsirkan secara harfiah dan 
pengadilan tidak diperkenankan memberikan suatu penafsiran 
analogis untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. 
c. Ketentuan undang-undang tidak berlaku surut. 
Setiap undang-undang bersifat statis dan tidak dapat mengikuti 
perkembangan masyarakat. Agar hakim dapat tetap menerapkan asas 
legalitas, hakim melakukan penemuan hukum melalui metode penafsiran 
dengan syarat dalam menjalankan tugasnya para hakim tidak boleh 
bersikap sewenang-wenang. Hal ini juga sejalan dengan perintah dalam 
pasal 5 ayat (1) UU No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 
bahwa: 
Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan 
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 
masyarakat 
 
Selanjutnya jika dimaknai lebih lanjut, maka ketentuan pasal 5 ayat 
(1) ini dapat diartikan bahwa oleh karena hakim merupakan perumus dan 
penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, maka hakim 
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harus terjun di tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan 
mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 
masyarakat. Dengan demikian, hakim akan dapat memberikan putusan 




5. Penerapan Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori dalam Hukum 
Pidana Islam 
Asas lex posteriori derogat legi priori adalah asas yang mana 
peraturan perundang-undangan yang baru  mengesampingkan peraturan 
perundang-undangan yang lama. Dan bila terdapat pertentangan maka 
peraturan perundang-undangan yang baru dapat membatalkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku terdahulu. Dalam hukum Islam asas ini 
dikenal dengan nasakh. 
Nasakh (  ُخْسَّنلا) menurut etimologi, ada dua pengertian, yaitu:  Pertama 
berarti pembatalan (  ُلَاطْب إلِا) dan penghapusan atau peniadaan ( ُةَلَاز إلِا). 
Sedangkan menurut istilah, sebagaimana didefinisikan oleh Muhammad 
Abu Zahra: 
 ُعْفَر ُإعإراَّشلا اًمْك ح اًّيإعْرَش َُدإب  ُلْي
إل  ُخَار َت م  




Dengan begitu nasakh dapat diartikan sebagai pembatalan suatu 
hukum Islam oleh suatu dalil yang menyatakan pembatalan secara jelas 
atau implisit, baik pembatalannnya meliputi hukuman secara keseluruhan 
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maupun hanya meliputi sebagian dan karena adanya suatu kepentingan 
tertentu. 
Jumhur ulama berpendapat bahwa terdapat nasakh dalam al-Qur‟an 
sebagaimana firman Allah surat al-baqarah/2 ayat 106: 
۞اَو   خَسَنً   يِو  ٍَثياَء   و
َ
أ ا َُ ِسُنً  
 
َأً ِت  ر
 يَِبِ   ٌ ِّو ٓ ا َُ   و
َ
أ   ثِو  ٓ ا َُ ِن   َهل
َ
أ   عَت  هَن   ن
َ
أ ٱ َ  للّ 
 ى
َ
َعَ  ُِّك   َش رء  ٌريِدَق ١٠٦   
 Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) 
lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau 
yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha 
Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah/2:106)
53
 
Pembatalan hukum (nasakh) hanya terjadi pada masa diturunkannya 
hukum Islam, yakni semasa hidup Rasulullah SAW. Adapun setelah beliau 
wafat, nash-nash al-Qur‟an dan Hadits menjadi muhkam (tetap), tidak 
dapat lagi dinasakh karena keduanya bukan objek nasakh karena setelah 
terhentinya wahyu dan wafatnya Rasulullah, tidak ada suatu kekuasaan 
yang dapat mengubah nash al-Qur‟an dan Hadits. 54 
Salah satu contoh adanya nasakh dalam al-Qur‟an yaitu kasus 
pembatalan hukuman zina. Pada awalnya, hukuman zina adalah kurungan 




ل ِت  
 
َأي َِيت ٱ 
 
م ىَف َثَشِح يِو  ٓ اَِّسن  هُِلن  َفٱ  س  شَت 
ْ
اوُدُِ   َينَع  يُِ   ر
َ
أ  ثَعَب    هُلٌِّو 
ِنإَف  
ْ
اوُدُِ َش   م
َ
أَف  ي َُ ُِكِس  ِف ٱ ُ
 
ل ِتُِي  ى  تَح  ى ى فَِ َخَي  ي ُُ ٱ 
 
ل  ِ َى ُت   و
َ
أ   َي َلَع ٱ ُ  للّ   ي ُُ َ ل 
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َأي ِ ح ىَيا َُ ٌِ   هُلٌِو  ََفٔ  اَى َُ وُذا ِنَإف َاةَاح   ص
َ




ِا ُِضر   ٌ َع  ٓ اَى ُُ 
  ِنإ ٱ َ  للّ  َنَكَ   ةا  ِ َحا اًىيِح ر ١٦   
 
 Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara 
perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 
empat orang saksi diantara kamu (yang menyeksikannya). Apabila 
mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka 
(perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, 
atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya. Dan 
terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, 
maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat dan 
memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka, sungguh Allah Maha 




Selanjutnya, hukum-hukum tersebut dinasakh secara jelas oleh 
firman Allah SWT  dalam surat an- Nu>r ayat 2: 
ٱ ُثَِينا  زل  َوٱ ِنا  زل  َفٱ  ج 
ْ








َأح  ذُدهُك 
اَىُِ ِ ة  
 
أَر  ثَف  ِف  ِيِيد ٱ ِ  للّ ِنإ   هُخٌُك   ُؤح َنٌُِ ِو  ِ ةٱ ِ  للّ  َوٱ َ
 
ل  ِ ِم ٱلۡأٓ  ِرِد  
 
مَو  شَي  د َُ اَى ُُ َباَذَع 
 ٓ اَط  ثَِفن  َيِّو ٱ 
 
ل  ؤُى َِيٌِو ٢   
 
 Pezina permpuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari 
keduanyan seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada 
keduanya mencegah kamu untuk menjalankan hukum Allah. Jika 
kamu beriman kepada Allah dan hari akhir dan hendaklah hukuman 




Kaidah umum hukum Islam menyatakan bahwa tidak ada yang 
menasakh suatu nash kecuali nash yang sama kuat atau yang lebih kuat 
darinya. Oleh sebab itu nash dalam al-Qur‟an dapat saling menasakh satu 
sama lain. Al-Qur‟an juga dapat menasakh Hadits yang tidak mutawattir 
karena yang menasakh kedudukan lebih kuat daripada yang dinasakh.
57
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Apabila teori pembatalan ini diterapkan kepada hukum konvensional 
dan keputusan pemerintah, setiap hukum konvensional adalah batal secara 
mutlak jika bertentangan dengan nash hukum Islam atau keluar dari dasar-
dasar umum dan jiwa hukum Islam. Ketetapan ini berdasarkan pendapat 
jumhur ulama dan ulama mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa setiap 
hukum konvensional yang bertentangan dengan nash hukum Islam yang 
berkaitan dengan masyarakat, hukumnya adalah batal secara mutlak.
58
 
Menurut Abdul Qadir Audah, bila terjadi perubahan perundangan, 
maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu; 
a. Bila aturan baru keluar sebelum putusan tetap terhadap perbuatan itu, 
maka harus memakai perundangan yang baru, 
b. Bila aturan baru keluar sesudah putusan tetap, dan aturan baru yang 
lebih menguntungkan, maka harus dijalankan sesuai dengan aturan 
yang baru, 
c. Bila aturan baru keluar dan sudah ada putusan tetap, maka jika aturan 
itu memandang itu bukan suatu pidana, maka putusan itu tidak boleh 
dijalankan, dan jika mulai dijalankan harus segera dihentikan, 
d. Bila aturan baru yang keluar memberikan hukum yang lebih berat, 
maka aturan ini tidak berlaku bagi terpidana, karena aturan baru tidak 
memberikan keuntungan bagi terpidana dan pada dasarnya setiap 
perbuatan pidana diadili menutut aturan yang berlaku saat itu.
59
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Pandangan Abdul Qadir Audah mengenai perubahan perundangan di 
atas memiliki kesamaan dengan aturan peralihan dalam KUHP pasal 1 ayat 
2 yaitu dalam hal berlakunya suatu undang-undang yang baru. Pada tahap 
transisi antara undang-undang yang lama ke undang-undang yang baru, 
hakim harus cermat dalam melihat waktu terjadinya suatu delik agar tidak 
salah dalam menerapkan hukum. Rasulullah mengingatkan supaya hakim 
bersikap hati-hati dalam mengadili suatu perkara, sebagaimana dalam 
Hadits: 
60 
ُْنَعَو اَع َُةَشإئ َُي إضَر  ُللا اَه ْ نَع ُْتَلَاق  : ُتْعَإسَ  ُلْو سَر ُإللا ىَّلَص ُإللا ُإوْيَلَع َُمَّلَسَو  ُلْو ق َي  :ىَعْد ي 
ىإضاَقْلاإب  ُلإداَعْلا ُْنإم ُإة َّد إش َُمْو َي ُإةَماَيإقْلا ىَقْل  ي َف ُإباَسْإلْا اَم َُّنَّمَت َي  ُوََّنا َُْل ُإضْق َي َُْي َب ُإْي َن ْثا ُإف 
ُإهإر م ع 
 Aisyah R.A menceritakan bahwa ia mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, “ Nanti pada hari kiamat akan dipanggillah Hakim yang adil 
di dunia ini untuk dimintai pertanggung jawabannya dalam bertugas, 
sehingga disebabkan demikian berat dan telitinya penyelidikan, maka 
ia menyesal, kalaulah dahulu tidak jadi Hakim saja”. (HR. Al-Baihaqi) 
Penerapan undang-undang yang baru dalam memutus suatu delik yang 
datang setelahnya merupakan perwujudan dari pelaksanaan asas legalitas. 
Meskipun dalam hukum pidana Islam tidak ditemukan secara tegas, namun 
secara substansial terdapat ayat al-Qur‟an dan kaidah yang mengisyaratkan 
adanya asas legalitas. Dalam al-Qur‟an ada beberapa ayat yang 
menjelaskan bahwa Allah tidak akan menjatuhkan suatu siksa atas umat 
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(Jakarta: Darus Sunnah, 2009), 326-327 


































manusia kecuali sudah ada penjelasan dan pemberitahuan yang melarang 
perbuatan itu terdapat dalam surat Al-Isra‟ ayat 15: 
 ِي  و ٱ  َ ىىَدَخ اَى ِنإَف   ُ َييِدَخ   َفِلِ ٍِِس  ۦ يَوَو  
 لَض اَى  ِنَإف   لَِضي   َينَع  ا َُ  
َ
لَو  ُِرَزح 
  ةَِرزاَو   ِزو َر   د
ُ
أ  ىىَر اَوَو ا ٌ ُك  َِيب ِّذَعُو  ى  تَح   تَن َدَع  
 
لَُِسر ١٥   
 Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka 
sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri, dan 
barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi 
(kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat 
memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum 
Kami mengutus seorang rasul
61
 
Pada tindak pidana hudu<d, penerapan asas legalitas diterapkan 
secara teliti dan cermat. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam tujuh 
macam tindak pidana hudud yaitu tindak pidana zina, qodhaf (menuduh 
orang berbuat zina), meminum-minuman keras, tindak pidana pencurian, 
tindak pidana hira>bah (gangguan keamanan), tindak pidana murtad, dan 
tindak pidana pemberontakan. 
Penerapan asas legalitas dalam tindak pidana takzir berbeda dengan 
penerapan asas legalitas pada tindak pidana hudu<d atau tindak pidana 
qishas dan diat. Penerapan asas legalitas pada tindak pidana takzir 
diperlonggar sampai batas tertentu. Kelonggaran dalam tindak pidana ini 
terdapat baik dalam segi bentuk tindak pidananya maupun segi 
hukumannya. Karena dalam tindak pidana takzir bentuk tindak pidananya 
yang memiliki sifat-sifat tertentu tidak memerlukan ketentuan tersendiri 
yang menyatakan sebagai tindak pidana, tetapi cukup dengan had dan cara 
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yang bersifat umum. Hukuman takzir dijatuhkan atas perbuatan yang 




B. Tindak Pidana Mengangkut Kayu secara Tidak sah 
1. Tindak Pidana Mengangkut Hasil Hutan Kayu secara Tidak sah 
dalam Hukum Positif 
Perbuatan dan tindakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan di satu 
sisi akan memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia. Namun 
apabila pengelolaan dan pemanfaatan hutan dilakukan dengan cara 
sedemikian rupa sehingga menimbulkan kerusakan, maka hal itu akan 
menimbulkan kerugian bagi umat manusia. Kerugian tersebut salah 
satunya terjadi sebagai akibat tidak adanya landasan hukum yang menjadi 
dasar agar tidak dilakukannya perbuatan semena-mena terhadap hutan.  
Pengelolaan dan perlindungan hutan dan kawasan hutan diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yang diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 ini dirancang 
untuk mencegah dan memberantas aktivitas-aktivitas manusia yang 
menimbulkan kerusakan hutan.
63
 Berdasarkan tujuan pembentukannya, 
maka yang menjadi ruang lingkup Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 
adalah: (1) Pencegahan perusakan hutan, (2) pemberantasan perusakan 
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hutan, (3) kelembagaan, (4) peran serta masyarakat, (5) kerjasama 
internasional, (6) perlindungan saksi, pelapor, dan informan, (7) 
pembiayaan dan (8) sanksi. Dalam Undang-undang ini memuat 24 norma 
merupakan kesalahan berupa kesengajaan dan 9 norma berupa kelalaian.
64
 
Sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kelemahan penegakan 
hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, pembuat 
undang-undang memberikan suatu primasi atas delik kerusakan hutan 
terhadap delik-delik lain. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 10, yang 
menyatakan bahwa pemeriksaan perkara kerusakan hutan harus 




Salah satu bentuk kejahatan di bidang kehutanan adalah illegal 
logging. Secara gramatikal pengertian illegal logging adalah menebang 
kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang dilakukan secara 
melanggar hukum, bertentangan dengan hukum, atau tidak sah menurut 
hukum. ada pula yang mengartikan illegal logging dengan pembalakan 
kayu secara ilegal, yaitu meliputi semua kegiatan di bidang kehutanan 
yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu 
yang bertentangan dengan hukum.
66
 
Illegal Logging merupakan suatu mata rantai yang sangat rapi, dan 
saling terkait di antara beberapa instansi dan pelaku, yang dimulai dari 
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sumber atau produser kayu ilegal atau yang melakukan penebangan kayu 
secara ilegal hingga pemasaran ke konsumen atau pengguna kayu ilegal 
tersebut. Kayu-kayu tersebut melalui proses penebangan, pengolahan, 
penyaringan, pengiriman dan ekspor yang semuanya dilakukan secara 
ilegal. Bahkan kerap kali terjadi kayu-kayu tersebut dicuci terlebih dahulu, 
artinya kayu-kayu yang mulanya ilegal kemudian dilegalkan oleh pihak-
pihak tertentu yang bekerja sama dengan oknum aparat dan pejabat 
instansi kehutanan, sehingga ketika kayu tersebut memasuki pasar akan 
sulit diidentifikasi mana yang legal dan mana yang ilegal. 
Dengan demikian pengertian illegal logging merupakan suatu 
rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat 
pengolahan hingga kegiatan ekspor yang dilakukan secara tidak sah karena 
tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. Perbuatan demikian 
bertentanagan dengan hukum yang berlaku dan dipandang sebagai 
perbuatan yang dapat merusak hutan. Sebagai salah satu penyebab 
kerusakan hutan,  illegal logging dapat berdampak pada timbulnya 
kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya. 
Salah satu rangkaian kegiatan dalam illegal logging adalah 
pengangkutan hasil hutan, yang mana bertujuan untuk memindahkan hasil 
hutan tersebut ke tempat lain sehingga meningkatkan daya guna dan 
nilai.
67
 Komoditas hasil hutan kayu yang sudah masuk pasar tidak dapat 
diketahui asal usulnya antara kayu yang berasal dari hutan produksi, hutan 
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lindung, hutan konservasi atau dari hutan hak, kebun, pekarangan atau 
lahan rakyat, serta tidak dapat dibedakan antara kayu yang diperoleh 
secara legal dengan kayu yang didapat secara ilegal karena tidak ada tanda, 
label, surat atau sertifikat yang dapat membedakannya. Oleh sebab itu, 
setiap kegiatan pengangkutan hasil hutan kayu harus disertai dengan 
dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). 
Legalitas komoditas hasil hutan kayu terakhir kali dapat diketahui 
pada saat kayu tersebut diangkut dari hutan ke alamat tujuan, karena pada 
saat pengangkutan tersebut harus disertai bersama-sama dengan dokumen 
Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagai bukti legalitas 
pengangkutan hasil hutan sebagaimana disebutkan dalam pasal 16 
Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 juga menerangkan bahwa "Setiap 
orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki 
dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Jika larangan ini 
dilanggar maka dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara paling 
singkat 1 tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling 
sedikit Rp. 500.000.000 (lima ratus juta) dan paling banyak Rp. 
2.500.0000.000 ( dua miliar lima ratus juta). apabila yang melakukan 
kejahatan korporasi dapat dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda 


































paling sedikit Rp. 5000.000.000( lima miliar) dan paling banyak Rp. 
15.000.000.000 (lima belas miliar).
68
 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil hutan kayu dikatakan 
sah atau legal apabila pada saat diangkut disertai bersama-sama dengan 
SKSHH dan dikatakan tidak sah atau ilegal apabila pada saat 
pengangkutan tanpa disertai bersama-sama dengan SKSHH. 
Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)  adalah dokumen 
dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen 
kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. Kegiatan penatausahaan hasil 
hutan diantaranya yaitu pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil 
hutan. SKSHHK hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 
(satu) tujuan. Pengirim, pengangkut dan penerima bertanggung jawab atas 





2. Teori Sariqah 
a. Definisi Sariqah  
Sariqah adalah bentuk masdar dari kata َُرَسَُق – َُيُْسُإر ُق – َُسًَُُرقا  dan 
secara etimologis berarti َُاَُخَُذ َُمَُلا ُو  ُخُُْفَيًُة َُوُإحُْ يَُلًُة  mengambil harta milik 
seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. Sementara 
                                                     
68  Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 
Hutan, Pasal  88 ayat 1 dan 2 
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itu, secara terminologi definisi sariqah dikemukakan oleh beberapa ahli 
berikut: 
1) Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini (ulama mazhab Syafi‟i) 
Sariqah secara bahasa berarti mengambil harta (orang lain) secara 
sembunyi-sembunyi dan secara istilah syara‟ adalah mengambil 
harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil dari 




2) Wahbah Al-Zuhaili 
Sariqah ialah mengambil harta milik orang lain dari tempat 
penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara 
diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Termasuk dalam kategori 




3) Abdul Qadir Audah 
Ada dua macam sariqah menurut syariat Islam, yaitu sariqah yang 
diancam dengan hukuman had dan sariqah yang diancam dengan 
hukuman takzir. Sariqah yang diancam dengan hukuman had dibagi 
lagi menjadi dua yaitu, pencurian kecil dan pencuian besar. 
Pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang lain secara diam-
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diam. Sementara itu, pencurian besar ialah mengambil harta milik 
orang lain dengan kekerasan atau disebut dengan hira>bah.
72
  
Dari beberapa rumusan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 
sariqah adalah mengambil barang atau harta milik orang lain secara 
sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan 
untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut.
73 
b. Unsur-Unsur Sariqah 
Berdasarkan definisi di atas didapatkan empat unsur pencurian yaitu: 
1) Mengambil secara sembunyi-sembunyi 
Proses pengambilan ini harus sempurna, tidak cukup dengan hanya 
dengan adanya pelaku di dekat barang curian. Perihal mengambil 
barang orang lain ini harus memenuhi tiga syarat. Pertama pencuri 
mengambil barang curian itu dari tempat penyimpanan. Kedua 
barang curian itu dikeluarkan dari pemeliharaan pihak korban. 
Ketiga barang curian tersebut berpindah tangan dari pihak korban 
kepada pihak pelaku. Kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka 
proses pencurian dinilai tidak sempurna dan hukumannya berupa 





2) Barang yang diambil berupa harta 
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73 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah..., 101 
74 Ibid., 114 


































Harta yang dicuri harus memenuhi beberapa syarat agar pelaku dapat 
dihukum potong tangan. Syarat-syarat yang dimaksud adalah berupa 
harta yang bergerak, berupa harta yang berharga, disimpan di tempat 
penyimpanan, dan harus mencapai nisab.
75
 
3) Harta yang diambil milik orang lain 
Hal ini penting, karena kalau ternyata harta yang diambil itu milik 
pelaku,  sekalipun dengan sembunyi-sembunyi tetap tidak dapat 
disebut pencurian. Demikian pula kalau harta tersebut menjadi milik 
bersama antara pelaku dan korban, juga tidak termasuk pencurian. 
Hak serupa juga berlaku antara pelaku dan korban yang memiliki 




4) Melawan hukum 
Disebut sebagai tindak pidana pencurian pada saat pelaku 
mengambil harta milik orang lain itu harus dengan niat untuk 
memilikinya. Oleh sebab itu, seseorang yang mengambil sesuatu 
untuk orang lain dan menggelapkan dari tempatnya tidak dapat 





c. Syarat Sariqah 
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Dalam memberlakukan hukuman potong tangan terdapat lima syarat 
yang harus diperhatikan yaitu: 
1) Pelaku telah dewasa dan berakal sehat. Kalau pelakunya sedang 
tidur, anak kecil, orang gila, dan orang yang dipaksa tidak dapat 
dituntut. 
2) Pencurian tidak dilakukan karena pelakunya sangat terdesak oleh 
kebutuhan hidup. Contohnya adalah kasus seorang hamba sahaya 
milik Hatib bin Abi Balta‟ah yang mencuri dan menyembelih seekor 
unta milik seseorang yang akhirnya dilaporkan kepada Umar bin Al- 
Khattab. Namun Umar justru membebaskan pelaku karena ia 
terpaksa melakukannya. 
3) Tidak terdapat hubungan kerabat antara pihak korban dan pelaku, 
seperti anak mencuri harta milik ayah atau sebaliknya. 
4) Tidak terdapat unsur syubhat dalam hal kepemilikan, seperti harta 
yang dicuri itu menjadi milik bersama antara pencuri dan pemilik.  
5) Pencurian tidak terjadi saat peperangan di jalan Allah. Pada saat 
seperti itu, Rasulullah tidak memberlakukan hukuman potong 
tangan. Meskipun demikian, jari<mah ini dapat diberikan sanksi 





d. Syarat Barang yang Dicuri 
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Adapun  syarat untuk barang yang dicuri agar dapat dikenai 
hukuman potong tangan yaitu: 
1) Sesuatu yang dicuri memiliki nilai 
Istilah barang yang mempunyai nilai berasal dari Imam Abu 
Hanifah, sedangkan ketiga imam lainnya menggunakan istilah 
barang yang mempunyai kehormatan. Ulama Zaidiyah menyatakan 
bahwa barang yang dicuri harus sesuatu yang bisa dimiliki. 
Karenanya, mereka menggunakan istilah barang yang mempunyai 
nilai dan barang yang tidak mempunyai nilai. Semua istilah yang 
dipakai oleh ulama ini memiliki arti yang sama. 
Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa tidak ada 
hukuman potong tangan atas segala sesuatu yang dikenal sebagai hal 
yang hina dan mubah (tidak ada pemiliknya). Alasannya barang-
barang tersebut tidak memiliki kemuliaan dan tidak menarik hasrat 
seseorang untuk memilikinya serta tidak menganggapnya berharga.
79
 
Abu Yusuf, ahli fikih dari mazhab Hanafi, berpendapat bahwa 
hukuman potong tangan berlaku dalam setiap barang yang disimpan 
dan nilainnya mencapai satu nisab. Sebagaimana Hadits berikut: 
ُْنَع اَع َُةَشإئ َُي إضَر  ُللا اَه ْ نَع َُعُْن  ُلْو سَر ُإللا ىَّلَص ُإللا ُإوْيَلَع َُمَّلَسَو َُقَُلا َُل  ُ تُْقَُط ُع َُي ُد 
َُّسلااُإر ُق ُإاَُّل ُإف  ُُْربُإع 
ُإدُْ يَُن ُرا َُفَُصُإعاًُد قفتم ويلع ظفللاو لمملس ظفللاو ىراخبلل  ُ تُْقَُط ُع 
ُْلاَُي ُد ُإف  ُُر بُإع 
ُإدُْ يَُنرا َُفَُصُإعاًُدا َُو ُإف ةىاور دحمل يا ُْنَع اَع َُةَشإئ َُو ُإىَُى ُْقاَُط ُعُْوا ُإف  ُُر بُإع 
 ُدلاُْ يَُنُإرا َُوَُل َُ تُْقَُط ُعُْوا ُإُفْيَُما  ُىَُو َُاُْدَُن ُإمُْن َُُذإلَُك 
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Dari Aisyah ra., ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“ Tangan Pencuri akan dipotong jika mencuri seharga seperempat 
dinar atau lebih.” (HR. Muttafaqun „Alaih)  “ Tangan pencuri 
dipotong karena mencuri seperempat dinar atau lebih.” (HR. Al-
Bukhari dan Muslim) Dari Aisyah, “Potonglah tangan pencuri 
yang mencuri seperempat dinar dan jangan dipotong pada pencuri 
yang kurang dari itu.” (HR. Ahmad).80 
 
2) Sesuatu yang dicuri harus berupa sesuatu yang memang disimpan 
dan dijaga 
Menurut Imam Abu Hanifah, yang dimaksud dengan tempat 
penyimpanan adalah setiap tempat yang dipersiapkan untuk 
menyimpan dan tidak seorang pun diperbolehkan masuk tanpa izin 
pemiliknya.  Sedangkan menurut Imam Syafi‟i dan Ahmad bin 
Hanbal, tempat penyimpanan adalah setiap tempat berupa bangunan 
yang dikunci, yang dipersiapkan untuk melindungi harta, seperti 
rumah, toko, atau gudang.
81
 
3) Sesuatu yang dicuri berupa benda yang bisa disimpan dalam jangka 
lama dan tidak cepat rusak atau busuk 
Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman potong tangan 
tidak berlaku dalam pencurian ikan, baik ikan segar maupun ikan 
asin, karena ikan segar cepat rusak dan ikan asin adalah barang yang 
dianggap hina dan hukumnya mubah. Begitu juga dalam pencurian 
susu, karena ia cepat rusak. Hukuman potong tangan berlaku pada 
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4) Barang yang dicuri bukan termasuk sesuatu yang asalnya adalah 
harta mubah (sesuatu yang siapa pun boleh mengambilnya). 
Ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa tidak ada hukuman 
potong tangan dalam pencurian barang yang asalnya adalah mubah 
di dalam kawasan negeri Islam. Begitu juga menurut ulama Zaidiyah 
bahwa hukuman potong tangan tidak berlaku dalam pencurian 
dengan cara mengambil sebagian atau seluruh bagian tumbuhan dari 
media tempat tumbuhnya. Mereka tidak membedakan antara 
tumbuhan yang berupa pohon berbatang besar dan yang bukan.
83
 
5) Harta yang dicuri adalah harta yang dilindungi, yang pencurinya 
tidak memiliki hak untuk mengambilnya, tidak memiliki alasan atau 
interpretasi apologis yang bisa menjelaskan kenapa ia mengambilnya 
dan tidak memiliki syubhat dalam pengambilannya terhadap harta 
itu. 
Sebab yang melatarbelakangi penetapan syarat dan ketentuan yang 
satu ini adalah, potong tangan adalah murni hukuman, sehingga juga 
menghendaki harus ada kejahatan pidana murni. Di balik penjatuhan 
hukuman tersebut, sementara seseorang yang mengambil sesuatu 
yang ia memang memiliki hak untuk mengambilnya  dan tentu itu 
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bukan disebut sebagai tindak kejahatan, sehingga itu tidak 
menghendaki adanya hukuman terhadapnya. 
6) Pelaku pencurian tidak memiliki hak milik pada sesuatu yang 
dicurinya dan tidak pula memiliki interpretasi apologis kepemilikan 
terhadapnya, atau adanya unsur syubhat. 
Sebab atau alasan yang melatarbelakangi penetapan syarat yang 
telah disepakati ini adalah, sama seperti yang disebutkan pada syarat 
sebelumnya yaitu jika kondisinya seperti itu, berarti kejahatan yang 
ada adalah tidak utuh, sehingga kejahatan itu tidak menghendaki 
adanya hukuman potong tangan. 
7) Si pelaku pencurian bukanlah orang yang diberi izin untuk masuk ke 
tempat penyimpanan. 
Apabila ada seseorang mencuri dari harta kerabat mahramnya, atau 
dari suami atau istrinya, ia tidak dikenai hukuman potong  tangan. 
Karena biasanya ia boleh keluar masuk tanpa izin, dan kebiasaan 
berlaku adalah adanya semacam bentuk kebebasan dan kelonggaran 
dalam menggunakan harta, sebagaimana halnya suami-isteri. 
Sehingga di dalamnya terdapat syubhat yang berupa izin, sehingga 
makna dari tempat penyimpanan tidak terpenuhi dalam kasus seperti 
ini. 
8) Barang yang dicuri memang yang diinginkan dan dimaksudkan oleh 
pencuri 


































Oleh sebab itu seandainya ada seseorang yang mencuri seekor anjing 
atau seekor kucing yang di lehernya terdapat kalung emas, atau 
mencuri mushaf yang berhiaskan emas, atau mencuri seorang bayi 
yang memakai perhiasan. 
Maka menurut Imam Abu Hanifah, Muhammad, Ahmad dan 
pendapat Imam Syafi‟i si pelaku tidak dikenai hukuman potong 
tangan karena yang diinginkan adalah anjing, kucing dan bayi 
tersebut. Sedangkan kalung emas tersebut statusnya adalah 
mengikuti barang tersebut. Namun apabila yang diinginkan adalah 
kalung emas tersebut maka berlaku hukuman potong tangan.
84
  
e. Ketentuan hukuman jari>mah sariqah 
Apabila tindak pidana dapat dibuktikan dan melengkapi segala unsur 
dan syarat-syaratnya, maka akan dijatuhi hukuman yaitu: 
1) Pengganti kerugian  
Menurut Syafi‟i dan Imam Ahmad, hukuman potongan tangan dan 
pengganti kerugian dapat dilaksanakan bersama-sama alasan mereka 
adalah bahwa dalam perbuatan mencuri terdapat dua hak yaitu hak 





2) Hukuman potong tangan  
Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ma>idah ayat 38 
                                                     
84Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 7.., 349 
85 Ahmad Imam Mawardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 90 


































 َوٱ ُِقرا  سل  َوٱ ُثَِقرا  سل  َفٱ  ق ِٓ ُعَط 
ْ
ا   ي
َ
أاَى ُُ َيِد  ٓ اَزَج  َء اَِىة اَتَسَك  ى ََكً 
 
ل  َيِّو ٱ  ِ  للّ 
 َوٱ ُ  للّ  ٌزيِزَع   هيِكَح ٣٨   
 
Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah 
tangan keduanya (sebagai ) pembalasan bagi apa yang mereka 





Al-Qurtubi menjelaskan tentang prosedur mengenai memotong 
tangan bagi pencuri yaitu  para ulama tidak berbeda pendapat bahwa 
tangan kananlah yang pertama kali harus dipotong. Akan tetapi 
ulama berbeda pendapat jika pencuri melakukan pencurian lagi. 
Imam Malik, penduduk Madinah, Imam Syafi‟i, Abu Tsaur, dan 
lain-lain berpendapat dipotong kaki kirinya. Kemudian untuk 
keempat kalinya dipotong kaki kanannya. Kemudian untuk kelima 
kalinya (karena kedua tangan dan kaki telah buntung) maka dihukum 
takzir dan ditawan. 
87
 
Sedangkan apabila syarat dilaksanakannya hukuman had tidak 
terpenuhi, maka hukuman potong tangan tidak dapat dilakukan 
melainkan dikenakan hukuman takzir. Jari<mah yang termasuk 
dalam jenis ini adalah percobaan pencurian, percobaan pencopetan, 
pencurian yang tidak mencapai batas nisab, melakukan penggelapan, 
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Hukuman takzir ini jenisnya beragam, namun secara garis besar 
dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu
89
: 
a) Hukuman takzir yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan 
jilid. 
b) Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti 
hukuman penjara dan pengasingan. 
c) Hukuman takzir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, 
penyitaan atau perampasan harta dan penghancuran barang. 
d) Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi 
kemaslahatan umum. 
                                                     
89Ibid., 258 



































PENERAPAN ASAS HUKUM LEX POSTERIORI DEROGAT LEX PRIORI 
DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEPANJEN NOMOR 
302/PID.SUS/2014/ PN. KPJ 
 
A. Deskripsi Kasus dalam Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2014/PN. Kpj 
Kasus ini bermula pada hari Sabtu, tanggal 08 Maret 2014 sekitar 
pukul 03.30 WIB, di Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo, Kab. Malang. 
Saat itu polisi hutan yang sedang bepatroli yaitu saksi Suwito, saksi Gatot 
Supriyanto dan saksi Catur Hatiyanto mendapat informasi dari masyarakat 
bahwa ada  seseorang yang sedang mengangkut kayu hasil hutan 
menggunakan truck colt Diesel Mitsubishi warna kuning bernopol Polisi: KT-
8838- AH di sekitar kawasan hutan. Untuk menanggapi hal tersebut polisi 
hutan segera melakukan pengejaran terhadap truck yang dimaksud dan 
berhasil menghentikannya. Truck tersebut dikendarai oleh terdakwa Pendi 
Pratama serta di dalamnya telah terdapat kayu hasil hutan berupa 16 (enam 
belas) batang kayu Mahoni bentuk gelondong dengan ukuran panjang 
bervariasi antara 130 cm s/d 200 cm dan berdiameter antara 14 cm s/d 20 cm 
dan kayu rencek berukuran kecil sebanyak kurang lebih 3 SM (stelsel meter). 
Kemudian polisi hutan melakukan penelitian terhadap kayu-kayu tersebut, 
dan ternyata kayu-kayu tersebut sesuai dengan tunggak pohon mahoni yang 
ada pada petak 114A kawasan hutan Perum Perhutani KRPII Donomulyo. 


































Karena setiap kegiatan di kawasan hutan dianggap sah apabila orang tersebut 
memiliki sebuah dokumen yaitu SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil 
Hutan),  maka polisi menanyakan hal tersebut kepada terdakwa namun 
terdakwa menjawab bahwa dia tidak memiliki surat-surat tersebut. Dan 
terdakwa berencana menjual kayu-kayu tersebut di daerah Lumajang dengan 
harga Rp. 90.000,-(sembilan ratus ribu rupiah). Truck yang digunakan oleh 
terdakwa pun juga bukan miliknya melainkan milik saksi Parianto yang 
disewakan untuk mengangkut pasir dengan sistem setoran setiap hari. 
Dalam  proses pengadilan pihak yang berpekara akan melalui 
beberapa tahap sebelum sampai pada putusan hakim, salah satu tahap yang 
harus dilalui yaitu pembuktian. Untuk mengungkapkan suatu fakta maka 
dijukanlah alat-alat bukti ke muka pengadilan. Adapun alat-alat bukti yang 
sah menurut pasal 184 ayat 1 KUHAP antara lain keterangan saksi, 
keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. berikut alat-alat 
bukti yang diajukan ke pengadilan dalam kasus ini: 
1. Keterangan saksi-saksi 
a. Saksi Suwito yang pada kesaksiannya meberikan penjelasan bahwa 
pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 sekitar jam 03.30 WIB saksi 
bersama dengan Gatot Supriyanto dan Catur Hariyanto mendapat 
informasi dari warga bahwa ada orang yang mengangkut kayu hasil 
hutan dari kawasan hutan dengan menggunakan truck. Setelah saksi 
menindak lanjuti informasi tersebut saksi bersama Gatot Supriyanto dan 
Catur Hariyanto berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, 


































yang pada saat itu sedang mengangkut 16 (enam belas) batang kayu 
Mahoni bentuk gelondong dengan ukuran panjang bervariasi antara 130 
cm s/d 200 cm dengan diameter antara 14 cm s/d 20 cm dan kayu 
rencek berukuran kecil sebanyak kurang lebih 3 SM (stelsel meter). 
Ketika kayu-kayu tersebut diteliti kayu-kayu tersebut identik dengan 
tunggak bekas tebang yang ada dipetak 114A kawasan hutan Dsn. 
Gondangtowo, Ds. Mentaraman kec. Donomulyo kab. Malang. Dan 
ketika dilakukan pemeriksaan tentang dokumen yang seharusnya 
melengkapi kayu-kayu yang berasal dari hutan yaitu SKSHH, terdakwa 
tidak dapat menunjukkannya.  
b. Saksi Gatot Supriyanto yang pada kesaksiannya meberikan penjelasan  
yang serupa dengan saksi Suwito bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 
Maret 2014 sekitar jam 03.30 WIB saksi bersama dengan Suwito dan 
Catur Hariyanto mendapat informasi dari warga bahwa ada orang yang 
mengangkut kayu hasil hutan dari kawasan hutan dengan menggunakan 
truck. Setelah saksi menindak lanjuti informasi tersebut saksi bersama 
Suwito dan Catur Hariyanto berhasil melakukan penangkapan terhadap 
terdakwa, yang pada saat itu sedang mengangkut 16 (enam belas) 
batang kayu Mahoni bentuk gelondong dengan ukuran panjang 
bervariasi antara 130 cm s/d 200 cm dengan diameter antara 14 cm s/d 
20 cm dan kayu rencek berukuran kecil sebanyak kurang lebih 3 SM 
(stelsel meter). Ketika kayu-kayu tersebut diteliti kayu-kayu tersebut 
identik dengan tunggak bekas tebang yang ada dipetak 114A kawasan 


































hutan Dsn. Gondangtowo, Ds. Mentaraman kec. Donomulyo kab. 
Malang. Dan ketika dilakukan pemeriksaan tentang dokumen yang 
seharusnya melengkapi kayu-kayu yang berasal dari hutan yaitu 
SKSHH, terdakwa tidak dapat menunjukkannya.  
c. Saksi Catur Hariyanto yang pada kesaksiannya meberikan penjelasan  
yang serupa dengan saksi Suwito bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 
Maret 2014 sekitar jam 03.30 WIB saksi bersama dengan Suwito dan 
Gatot Supriyanto mendapat informasi dari warga bahwa ada orang yang 
mengangkut kayu hasil hutan dari kawasan hutan dengan menggunakan 
truck. Setelah saksi menindak lanjuti informasi tersebut saksi bersama 
Suwito dan Gatot Supriyanto berhasil melakukan penangkapan terhadap 
terdakwa, yang pada saat itu sedang mengangkut 16 (enam belas) 
batang kayu Mahoni bentuk gelondong dengan ukuran panjang 
bervariasi antara 130 cm s/d 200 cm dengan diameter antara 14 cm s/d 
20 cm dan kayu rencek berukuran kecil sebanyak kurang lebih 3 SM 
(stelsel meter). Ketika kayu-kayu tersebut diteliti kayu-kayu tersebut 
identik dengan tunggak bekas tebang yang ada dipetak 114A kawasan 
hutan Dsn. Gondangtowo, Ds. Mentaraman kec. Donomulyo kab. 
Malang. Dan ketika dilakukan pemeriksaan tentang dokumen yang 
seharusnya melengkapi kayu-kayu yang berasal dari hutan yaitu 
SKSHH, terdakwa tidak dapat menunjukkannya.  
d. Saksi Sukari  memberikan keterangan bahwa pada hari jum‟at tanggal 
07 Maret 2014 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi melakukan patroli di 


































kawasan Dsn. Gondangtowo Ds. Mentaraman Kec. Donomulyo kab. 
Malang, bersama dengan saksi Pani Rismunandar, kemudian saksi 
mendapati tunggak pohon Mahoni bekas tebang tepatnya dipetak 114A. 
Hal tersebut dibenarkan dengan adanya tindak pidana pengangkutan 
hasil hutan kayu pada hari sabtu tanggal 08 Maret 2014.  Saksi Gatot 
Supriyanto, saksi Suwito, dan saksi Catur Hariyanto telah melakukan 
penangkapan kepada terdawa yang kedapatan membawa  16 (enam 
belas) batang kayu Mahoni bentuk gelondong dengan ukuran panjang 
bervariasi antara 130 cm s/d 200 cm dengan diameter antara 14 cm s/d 
20 cm dan kayu rencek berukuran kecil sebanyak kurang lebih 3 SM 
(stelsel meter).  
e. Saksi Pani Rismunandar yang pada pokoknya memberikan keterangan 
bahwa pada hari jum‟at tanggal 07 Maret 2014 sekitar pukul 10.00 
WIB, saksi melakukan patroli di kawasan Dsn. Gondangtowo Ds. 
Mentaraman Kec. Donomulyo kab. Malang, bersama dengan saksi Pani 
Rismunandar, kemudian saksi mendapati tunggak pohon Mahoni bekas 
tebang tepatnya dipetak 114A. Hal tersebut dibenarkan dengan adanya 
tindak pidana pengangkutan hasil hutan kayu pada hari sabtu tanggal 08 
Maret 2014.  Saksi Gatot Supriyanto, saksi Suwito, dan saksi Catur 
Hariyanto telah melakukan penangkapan kepada terdawa yang 
kedapatan membawa  16 (enam belas) batang kayu Mahoni bentuk 
gelondong dengan ukuran panjang bervariasi antara 130 cm s/d 200 cm 


































dengan diameter antara 14 cm s/d 20 cm dan kayu rencek berukuran 
kecil sebanyak kurang lebih 3 SM (stelsel meter).  
f. Saksi Parianto memberikan keterangan bahwa truck colt Disesel warna 
kabin kuning No Pol KT-8838-AH adalah benar milik saksi yang telah 
disewa oleh terdakwa dengan sistem setoran setiap bulannya. Dan saksi 
mengetahui bahwa truck miliknya digunakan untuk mengangkut pasir 
oleh terdakwa dan saksi tidak mengetahui jika truck miliknya 
digunakan untuk mengangkut kayu yang diambil dari hutan milik 
perhutani. 
2. Keterangan terdakwa, di muka persidangan terdakwa memberikan 
keterangan sebagai berikut pada hari sabtu tanggal 08 Maret 2014 sekitar 
jam 03.30 WIB di Dsn. Gondangtowo Ds. Mentaraman Kec. Donomulyo 
Kab. Malang, terdakwa telah mengangkut 16 (enam belas) batang kayu 
Mahoni bentuk gelondong dengan ukuran panjang bervariasi antara 130 
cm s/d 200 cm dengan diameter antara 14 cm s/d 20 cm dan kayu rencek 
berukuran kecil sebanyak kurang lebih 3 SM (stelsel meter) dengan 
menggunakan truck colt Diesel warna kabin kuning, th. 2000 bernomor 
polisi: KT-8838-AH milik saudara Parianto. Kayu-kayu tersebut terdakwa 
beli dari Sukateni (belum tertangkap) tanpa Surat Keterangan Sahnya 
Hasil Hutan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian 
oleh terdakwa akan dijual lagi dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus 
ribu rupiah) di daerah Lumajang. Dan terdakwa tidak memiliki dokumen 


































yang seharusnya melengkapi kepemilikan atau pengangkutan kayu-kayu 
tersebut yang berasal dari hutan yaitu SKSHH. 
Adapun barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 
a. 16 (enam belas) batang kayu Mahoni bentuk gelondong dengan ukuran 
panjang bervariasi antara 130 cm s/d 200 cm dengan diameter antara 14 
cm s/d 20 cm dan kayu rencek berukuran kecil sebanyak kurang lebih 3 
SM (stelsel meter), dikembalikan kepada perhutani. 
b. 1 (satu) unit kendaraan truk colt disesel warna kabin kuning, th. 2000 
bernomor polisi: KT-8838-AH, Noka: MHMFE349EYR008302, Nosin : 
4D34078302 beserta kunci kontaknya dikembalikan kepada saudara 
Parianto. 
 
B. Landasan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dalam 
Menyelesaikan Kasus Pengangkutan Hasil Hutan Kayu tanpa SKSSH 
dalam  Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2014/PN.Kpj 
 
Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Mejelis Hakim 
memberikan landasan hukum atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh 
terdakwa  berupa pasal 50 ayat (3) huruf h jo 78 (7) Undang- Undang Nomor 
41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 
tentang penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan Undang- 
Undang Nomor  41 tahun 1999.  
 
1. Unsur barang siapa 


































Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja sebagai 
subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang 
mampu dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, 
yang dalam perkara ini menunjuk kepada terdakwa Pendi Pratama, dan 
selama pemeriksaan di muka persidangan. Majelis tidak menemukan hal-
hal yang dapat menghapus pidana karena terdakwa adalah orang yang 
sehat jasmani dan rohani, dengan demikian unsur ini terbukti dipenuhi 
terdakwa. 
2.  Unsur mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak 
dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.  
Bahawa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, menurut keterangan para 
saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa, pada hari sabtu tanggal 
08 maret 2014 sekitar jam 03.30 wib di dsn. Gondangtowo ds. 
Mentaraman kec. Donomulyo kab. Malang, terdakwa ditangkap petugas 
dari perhutani karena telah mengangkut 16 (enam belas) batang kayu 
mahoni bentuk gelondong dengan ukuran panjang bervariasi antara 130 
cm s/d 200 cm dengan diameter antara 14 cm s/d 20 cm dan kayu rencek 
berukuran kecil sebanyak kurang lebih 3 SM (stelsel meter) dengan 
menggunakan truck colt Diesel warna kabin kuning, th. 2000 bernomor 
polisi: KT-8838-AH milik saudara Parianto. Bahwa setelah diperiksa 
kayu-kayu yang diangkut terdakwa identik dengan tunggak kayu mahoni 
bekas tebang yang ada dipetak 114A kawasan hutan Dsn. Gondangtowo 
Ds. Mentaraman Kec. Donomulyo Kab. Malang.  Kemudian oleh terdakwa 


































akan dijual lagi dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) di 
daerah Lumajang, sehingga terdakwa mendapatkan untung. dan karena 
perbuatan terdakwa pihak perhutani mengalami kerugian kurang lebih 
sebesar kurang lebih Rp.5. 434.000,-(lima juta empat ratus tiga puluh 
empat ribu rupiah). 
Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat 
bahwa unsur-unsur di atas terbukti dipenuhi terdakwa. Oleh sebab itu, 
terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana tersebut.  
 
C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Memutuskan Perkara 
Nomor 302/Pid.Sus/2014/PN.Kpj 
 
Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam 
mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta 
alat bukti di persidangan dan  keyakinan hakim dalam perkara tersebut. Oleh 
sebab itu suatu tindak pidana hanya dapat dipidana apabila telah terbukti 
secara sah dan menyakinkan. Di dalam putusan pengadilan harus terdapat 
pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang meberatkan dan hal-hal 
yang meringankan diri terdakwa. Pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh 
hakim dalam menjatuhkan putusan baik berupa pidana, lepas maupun bebas.  
Pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan hal yang 
meringankan itu berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP. 
Dalam pasal 197 ayat (1) huruf f berbunyi  


































Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau 
tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum 
dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan 
terdakwa. 
 
Selain itu, majelis hakim juga mengadakan musyawarah, 
mempertimbangkan tuntutan jaksa serta melakukan penilaian terhadap sifat 
terdakwa selama menjalani proses persidangan. Adapun hal-hal yang 
memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam kasus pengangkutan hasil 
hutan kayu tanpa SKSSH oleh terdakwa pendi pratama sebagai berikut: 
Hal-hal yang meringankan: 
1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. 
2. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga. 
3. Terdakwa belum pernah dihukum. 
Hal-hal yang memberatkan 
1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pelestarian hutan. 
 
D. Amar Putusan 
Setelah hakim mempertimbangkan berbagai hal baik aspek yuridis, 
filosofis dan sosiologis. Serta terdakwa Pendi Pratama yang secara sah dan 
menyakinkan telah melakukan tindak pidana mengangkut hasil hutan kayu 
tanpa SKSSH, Majelis Hakim pengadilan negeri Kepanjen mengadili perkara 
tersebut dengan bunyi amarnya sebagai berikut: 


































1. Menyatakan terdakwa Pendi Pratama bersalah melakukan tindak pidana “ 
Mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat 
keterangan sahnya hasil hutan”. 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 
(enam) bulan  dan denda sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) 
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 
pidana kurungan pengganti selama 2(dua) bulan. 
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 
5. Menetapkan barang bukti berupa : 16 (enam belas) batang kayu Mahoni 
bentuk gelondong dengan ukuran panjang bervariasi antara 130 cm s/d 200 
cm dengan diameter antara 14 cm s/d 20 cm dan kayu rencek berukuran 
kecil sebanyak kurang lebih 3 SM (stelsel meter), dikembalikan kepada 
perhutani, 1 (satu) unit kendaraan truk colt disesel warna kabin kuning, th. 
2000 bernomor polisi: KT-8838-AH, Noka:MHMFE349EYR008302, 
Nosin : 4D34078302 beserta kunci kontaknya dikembalikan kepada saksi 
Parianto. 
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2000,- (dua 
ribu rupiah). 
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari kamis, tanggal 10 Juli 2014 oleh Sri 
Haruyani, S.H selaku Hakim Ketua, Tuty Budhi Utami, S.H., M.H., dan R. 


































Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.,. Masing-masing sebagai Hakim 
Anggaota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang 
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh 
Hakim- Hakim Anggota, dibantu Mulyono Raharjo,S.H., Panitera Pengganti 
Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan dihadiri oleh Darmuning, S.H., Jaksa 
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta terdakwa. 



































ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 
302/PID.SUS/2014/PN.KPJ TENTANG TINDAK PIDANA MENGANGKUT 
HASIL HUTAN KAYU SECARA TIDAK SAH 
 
A. Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor 
302/Pid.Sus/2014/PN.Kpj tentang Tindak Pidana Mengangkut Hasil 
Hutan Kayu secara Tidak Sah 
 
Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam 
menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung 
keadilan (ex aquo et bono) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu 
juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga 
pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat, maka 
putusan hakim yang berasal dari pertimbangaan hakim tersebut akan 
dibatalkan oleh Penggadilam Tinggi/ Mahkamah Agung.
90
   
Dalam putusan Nomor 302/Pid.Sus/2014/PN.Kpj menyebutkan bahwa 
seorang laki-laki bernama Pendi Pratama telah melakukan tindak pidana 
mengangkut kayu secara tidak sah yang dilakukan pada tahun 2014. Dia 
melakukan tindak pidana tersebut menggunakan truck colt Diesel Mitsubishi 
warna kuning bernopol Polisi: KT-8838-AH. Pada saat itu dia telah 
mengangkut 16 (enam belas) batang kayu Mahoni bentuk gelondong dengan 
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Pelajar,2004), 140 


































ukuran panjang bervariasi antara 130 cm s/d 200 cm dan berdiameter antara 
14 cm s/d 20 cm dan kayu rencek berukuran kecil sebanyak kurang lebih 3 
SM (stelsel meter). Kemudian setelah dilakukan penelitian oleh para polisi 
hutan kayu-kayu tersebut identik dengang tunggak pohon mahoni yang ada 
pada petak 114A kawasan hutan Perum Perhutani KRPII Donomulyo. Dan 
ketika ditanya tentang surat keterangan sahnya hasil hutan yang seharusnya 
menyertai kayu-kayu tersebut, Pendi Pratama mengaku tidak memilikinya 
karena kayu-kayu tersebut dia beli dari Sukateni (belum tertangkap) tanpa 
surat keterangan sahnya hasil hutan seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu 
rupiah). Dia berencana menjual kembali kayu-kayu tersebut di daerah 
Lumajang seharga Rp. 90.000,-(sembilan ratus ribu rupiah). Sebagai akibat 
dari perbuatannya pihak Perum Perhutani mengalami kerugian kurang lebih 
sebesar Rp.5.434.000,-(lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah). 
Dalam putusan Nomor 302/Pid.Sus/2014/PN.Kpj dia dijatuhi 
hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 
500.000,-( lima ratus ribu rupiah). Adapun landasan hukum yang digunakan 
oleh hakim adalah pasal 50 ayat (3) huruf h jo 78 (7) Undang-Undang Nomor 
41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Hukuman tersebut lebih ringan 
dibandingkan dengan tuntutan pidana dalam pasal 78 ayat (7) yang berbunyi: 
Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 
10.000.000.000,-(sepuluh miliar rupiah).  
 


































Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam 
mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta 
alat bukti di persidangan dan  keyakinan hakim dalam perkara tersebut. Oleh 
sebab itu suatu tindak pidana hanya dapat dipidana apabila telah terbukti 
secara sah dan menyakinkan. Di dalam putusan pengadilan harus terdapat 
pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang meberatkan dan hal-hal 
yang meringankan diri terdakwa. Pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh 
hakim dalam menjatuhkan putusan baik berupa pidana, lepas maupun bebas.  
Adapun hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan 
dalam putusan Nomor 302/Pid.Sus/2014/PN.Kpj: 
Hal-hal yang memberatkan  
1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pelestarian hutan. 
Hal-hal yang meringankan  
1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. 
2. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga. 
3. Terdakwa belum pernah dihukum 
Tindak pidana mengangkut hasil hutan kayu secara tidak sah 
merupakan salah satu mata rantai dari kegiatan Illegal Logging. Kegiatan 
pengangkutan kayu maupun hasil hutan baru dianggap sah apabila seseorang 
memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Untuk mencegah 
terjadinya kegiatan yang dapat merusak hutan, pemerintah mengeluarkan 
Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan dan telah mengubah undang-undang yang 


































sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999. Undang-undang 
yang baru ini memang dirancang untuk memberantas segala kegiatan yang 
dapat merusak hutan. 
Dalam putusan Nomor 302/Pid.Sus/2014/PN.Kpj terdapat suatu 
permasalahan yaitu waktu terjadinya delik (tempus delicti) dengan undang-
undang yang diterapkan oleh hakim saat menjatuhkan pidana. Tindak pidana 
mengangkut kayu secara tidak sah yang dilakukan oleh Pendi Pratama terjadi 
pada tanggal 8 Maret 2014 dan diputus pada tanggal 10 Juli 2014. Namun 
hakim menggunakan landasan hukum Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 
yang sejatinya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013,  
dan telah diundangkan sejak tanggal 6 Agustus 2013. 
Penghapusan dan pencabutan undang-undang dapat dinyatakan secara 
tegas dengan  undang-undang dan dapat pula dilakukan dengan diam-diam 
yaitu dalam hal ketentuan undang-undang yang baru berlainan dengan 
undang-undang yang lama. Serta undang-undang yang baru mulai berlaku 
menurut tanggal yang ditentukan dalam undang-undang itu sendiri. Jika 
tanggal berlakunya tidak ditentukan dalam undang-undang itu maka mulai 
berlaku sejak hari ketiga puluh sesudah diundangkan dalam lembaran negara 
untuk Jawa dan Madura dan untuk daerah-daerah luar Jawa dan Madura 
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Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa hakim 
telah salah dalam menerapkan hukum. Hal ini merujuk pada  asas Lex 
Posteriori Derogat Legi Priori yang mana apabila terdapat undang-undang 
yang baru dan undang-undang yang lama saling bertentangan dan keduanya 
mengatur materi normatif yang sama, maka undang-undang yang baru 
mengesampingkan undang-undang yang lama. Adapun hukuman yang 
seharusnya diterima oleh pelaku, apabila melakukan tindak pidana 
mengangkut kayu secara tidak sah menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 
2013 terdapat dalam pasal 83 ayat (1) huruf b 
Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut,menguasai atau 
memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat 
keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 
huruf e 
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 
paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 
500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
2.500.000.000.000,-(dua miliar lima ratus juta rupiah). 
  
Dari bunyi pasal di atas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan 
hukuman antara pasal 50 ayat (3) huruf h jo 78 (7) Undang-Undang  Nomor 
41 tahun 1999 dengan pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 
tahun 2013. Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 memiliki batas 
minimum dan maksimum suatu hukuman sedangkan dalam  Undang-Undang 
Nomor  41 tahun 1999  hanya mengatur tentang batas maksimumnya saja.  
Selain itu, dalam kasus ini hakim tetap dikatakan telah menemukan 
hukum jika peraturannya sudah ada dan jelas, dimana hakim tinggal 
menerapkan saja. Dalam penerapannya, hakim tetap dianggap melakukan 


































penemuan, yaitu menemukan kecocokan antara maksud atau bunyi peraturan 
perundang-undangan dengan kualifikasi peristiwa atau kasus konkretnya. 
metode yang digunakan adalah dengan penafsiran autentik yang mana hakim 
hanya menyesuaikan bunyi undang-undang dengan peristiwa konkretnya.  
Sehingga dalam kasus ini hakim berperan sebagai penerap undang-undang.  
Dalam putusan Nomor 302/Pid.Sus/2014/PN.Kpj memang tidak 
dijelaskan alasan hakim meggunakan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 
daripada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013. Namun apabila ingin 
menerapkan pasal 1 ayat (2) KUHP juga kurang tepat. Sebab aturan peralihan 
hanya diperlukan apabila undang-undang dirubah setelah perbuatan 
dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan hukuman yang 
mengguntungkan. Dan pada kasus ini undang-undang yang baru keluar 
sebelum tindak pidana tersebut sehingga tidak dapat diterapkan hukuman 
yang menguntungkan bagi tersangka. Sekalipun pada kenyataannya memang 
menguntungkan tersangka karena terdakwa dipidana penjara selama 6 (enam) 
bulan bukan 1 (satu) tahun sesuai dengan batas minimal dalam Undang-
Undang Nomor 18 tahun 2013. 
Pada dasarnya kualitas seorang hakim ditentukan oleh putusannya, 
karena putusan adalah hasil karya hakim dalam melakukan penemuan-
penemuan hukum untuk mengatasi perkara-perkara di pengadilan. Sehingga 
hakim memiliki tanggung jawab yang besar dalam melahirkan putusan yang 
mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Putusan-putusan 
yang dihasilkan oleh pengadilan semestinya tidak menimbulkan masalah baru 


































di kemudian hari. Oleh sebab itu, apabila seorang hakim membuat putusan 
yang bertentangan dengan hukum, maka dapat menciderai keadilan 
masyarakat, citra peradilan serta pribadi hakim itu sendiri. 
Menurut hukum pidana, asas legalitas mengandung arti bahwa tidak 
satu pun perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman 
pidana yang boleh dijatuhkan atas suatu perbuatan sebelum ada ketentuannya 
di dalam sebuah hukum.
92
 Penjelasan ini secara tersirat memerintahkan agar 
menggunakan undang-undang yang baru. Hal ini dikarenakan undang-undang 
yang baru lebih mencerminkan kondisi serta kerbutuhan di masyarakat. Suatu 
perbuatan yang melanggar norma sosial yang berlaku di masyarakat bahkan 
hingga merugikan sesama tetap tidak bisa dikatakan bersalah secara hukum 
karena belum ada ketentuan yang mengatur atau sudah ada undang-
undangnya tetapi tidak mengatur hal yang demikian. Situasi yang seperti 
inilah diperlukan undang-undang yang baru untuk terwujudnya asas legalitas. 
 
B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor 
302/Pid.Sus/2014/PN.Kpj tentang Tindak Pidana Mengangkut Hasil 
Hutan  Kayu secara Tidak Sah 
 
Tindak pidana mengangkut hasil hutan kayu secara tidak sah 
merupakan salah satu penyebab rusaknya hutan. Sehingga menimbulkan 
kerugian baik diri sendiri, orang lain,  dan alam. Allah berfirman surah Al-
A‟rof ayat 56: 
                                                     
92 Muhammad Tamid Nur, Menggapai Hukum Pidana Ideal, (Yogyakarta:CV Budi Utama,2016), 
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لَو   فُت ِس 
ْ
اوُد  ِف ٱ 
َ  
لرۡ ِض   عَب َد   ِصإ ى َلا َُ ِح  َوٱ  د ُِه ُع   ِ َد  فا   اًعَىَطَو   ِنإ  َ  َحر َج ٱ ِ  للّ 
  بيِر
َق  َيِّو ٱ 
 
ل  حُى َِينِس ٥٦   
 
 Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi, sesudah 
perbaikannya dan berdoalah kepada-Nya dalam keadaan takut dan 
harapan. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang yang 
berbuat kebaikan. 
 
Dalam putusan Nomor 302/Pid.Sus/2014/PN.Kpj terdapat suatu 
permasalahan yaitu waktu terjadinya delik (tempus delicti) dengan undang-
undang yang diterapkan oleh hakim saat menjatuhkan pidana. Tindak pidana 
mengangkut hasil hutan kayu secara tidak sah yang dilakukan oleh Pendi 
Pratama terjadi pada tanggal 8 Maret 2014 dan diputus pada tanggal 10 Juli 
2014. Namun hakim menggunakan landasan hukum Undang-Undang Nomor 
41 tahun 1999 yang sejatinya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 
tahun 2013, dan telah diundangkan sejak tanggal 6 Agustus 2013. 
Dalam hukum Islam Asas lex posteriori derogat legi priori ( undang-
undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama) dikenal 
dengan nasakh.  Nasakh ialah pembatalan suatu hukum Islam oleh suatu dalil 
yang menyatakan pembatalan secara jelas atau implisit, baik pembatalannnya 
meliputi hukuman secara keseluruhan maupun hanya meliputi sebagian dan 
karena adanya suatu kepentingan tertentu. 
Nasakh dalam penerapannya seperti halnya penerapan asas lex 
posteriori derogat legi priori pada peraturan perundang-undangan. Nasakh 
terjadi pada nash yang sama kuat atau yang lebih kuat darinya. Oleh sebab itu 
nash dalam al-Qur‟an dapat saling menasakh satu sama lain. Al-Qur‟an juga 


































dapat menasakh Hadits yang tidak mutawattir karena yang menasakh 
kedudukan lebih kuat daripara yang dinasakh.  
Apabila teori pembatalan ini diterapkan kepada hukum konvensional 
dan keputusan pemerintah, setiap hukum konvensional adalah batal secara 
mutlak jika bertentangan dengan nash hukum Islam atau keluar dari dasar-
dasar umum dan jiwa hukum Islam. Ketetapan ini berdasarkan pendapat 
jumhur ulama dan ulama mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa setiap 
hukum konvensional yang bertentangan dengan nash hukum Islam yang 
berkaitan dengan masyarakat, hukumnya adalah batal secara mutlak. 
Berdasarkan hal di atas adanya Undang-Undang Nomor 18 tahun 
2013 tidak bertentangan dengan dasar-dasar umum dan jiwa hukum Islam. 
Keberadaaan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013  ini sejalan dengan 
hukum Islam untuk memberantas segala kegiatan yang dapat merusak hutan 
sehingga kemaslahatan umat tetap terjaga.  
Dalam tindak pidana mengangkut hasil hutan kayu secara tidak sah. 
Adanya had-had yang melarang dan mengancam hukuman terhadap suatu 
perbuatan saja tidak cukup untuk menghukum setiap perbuatan, tetapi ada 
syarat lain bagi orang yang melakukan perbuatan terlarang ini supaya bisa 




Dalam hukum pidana Islam menghendaki agar setiap perbuatan tindak 
pidana dihukum menurut hukum yang berlaku saat jari<mah itu terjadi. Hal 
                                                     
93Tim Kharisma Ilmu,  Ensiklopedia Hukum Pidana Islam...,131 


































ini mengisyaratkan adanya asas legalitas. Sebagaimana pendapat Abdul Qadir 
Audah bahwa apabila terdapat undang-undang baru sebelum adanya 
kejahatan, maka yang digunakan adalah undang-undang yang baru. Sehingga 
berdasarkan asas legalitas, hakim seharusnya menerapkan Undang-Undang 
Nomor 18 tahun 2013 bukan Undang-Undang Nomor  41 tahun 1999 tentang 
Kehutanan.  
Adapun tentang  tindak pidana mengangkut hasil hutan kayu secara 
tidak sah dalam hukum pidana Islam termasuk  jari<mah  sariqah atau 
pencurian. Sebagaimana penjelasan Abdul Qadir Audah bahwa sariqah 
terbagi menjadi dua yaitu pencurian kecil yang berarti mengambil harta orang 
lain secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan pencurian besar atau hira>bah 
adalah mengambil harta orang lain secara terang-terangan disertai dengan 
kekerasan. Sehingga apabila dikategorikan maka tindak pidana ini termasuk 
dalam pencurian kecil karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tanpa 
kekerasan. 
Perihal mengambil barang ini harus memenuhi tiga syarat. Pertama 
pencuri mengambil barang curian itu dari tempat penyimpanan. Dalam hal ini 
terdakwa mengambil kayu yang berasal dari kawasan hutan yang dijaga oleh 
polisi hutan. Sehingga syarat pertama telah terpenuhi.  Kedua barang curian 
itu dikeluarkan dari pemeliharaan pihak korban. Syarat yang kedua ini tidak 
terpenuhi oleh terdakwa karena ia tertangkap oleh polisi hutan sebelum ia 
dapat mengeluarkan barang curiannya dari kawasan hutan.  Ketiga barang 
curian tersebut berpindah tangan dari pihak korban kepada pihak pelaku. 


































Sebagaimana syarat yang kedua, syarat ini juga tidak terpenuhi oleh terdakwa 
disebabkan barang curian belum sepenuhnya berpindah tangan kepada 
terdakwa. Dari ketiga syarat tersebut terdakwa tidak dapat dikenakan 
hukuman potong tangan melainkan hukuman takzir karena adanya syarat 
yang tidak terpenuhi.  
Unsur sariqah yang kedua melawan hukum. Pada kasus dalam 
putusan Nomor 302/Pid.Sus/2014/PN.Kpj terdakwa memang bermaksud 
untuk memiliki hasil hutan berupa kayu untuk dijual kembali. Namun dengan 
melawan hukum karena tidak disertai dengan SKSHH.  Suatu kepemilikan 
atas hasil hutan dapat dikatakan sah apabila setiap kegiatan dengan dokumen 
berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). 
Berkaitan dengan syarat barang yang dicuri terdapat beberapa syarat 
yang tidak terpenuhi sehingga hukuman yang diterima bukanlah potong 
tangan tetapi hukuman takzir. Syarat yang tidak terpenuhi tersebut 
diantaranya Pertama sesuatu yang dicuri berupa benda yang bisa disimpan 
dalam jangka lama dan tidak cepat rusak atau busuk. Sedangkan pada kasus 
ini barang yang dicuri adalah kayu yang dapat membusuk jika disimpan 
dalam waktu lama. Kedua barang yang dicuri adalah harta mubah (sesuatu 
yang siapa pun boleh mengambilnya), pada dasarnya masyarakat sekitar 
hutan masih diperbolehkan mengelola dan memanfaatkan hasil hutan namun 
dalam kadar tertentu untuk menjaga alam tetap lestari. Menurut Imam Abu 
Hanifah jika barang yang dicuri adalah barang mubah maka tidak dapat 
dikenakan hukuman potong tangan. Oleh sebab itu pencurian dalam putusan 












































































A. Kesimpulan  
Dari uraian yang penulis bahas di atas, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri 
Kepanjen Nomor 302/Pid.Sus/2014/PN.Kpj tentang tindak pidana 
mengangkut hasil hutan kayu secara tidak sah adalah bahwa perilaku 
terdakwa telah memenunhi semua unsur- unsur dalam pasal 50 ayat (3) 
huruf h jo 78 (7) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999. Selain itu hakim 
juga mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan hukuman 
terdakwa yaitu terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya,  terdakwa 
adalah tulang punggung keluarga,  serta terdakwa belum pernah dihukum. 
Dan hal-hal yang dapat memberatkan hukuman terdakwa yaitu bahwa 
perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pelestarian hutan. 
Berdasarkan hal itu, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) 
bulan  dan denda sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).  
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri 
Kepanjen Nomor 302/Pid.Sus/2014/PN.Kpj tentang tindak pidana 
mengangkut hasil hutan kayu secara tidak sah adalah termasuk dalam 
jari>mah sariqah takzir. Hal ini disebabkan terdapat beberapa syarat yang 
tidak terpenuhi seperti bahwa kayu adalah barang yang mubah ( semua 


































orang boleh memilikinya) serta kayu adalah barang tidak dapat disimpan 
dalam jangka panjang. 
 
B. Saran  
1. Untuk para hakim agar lebih teliti dan cermat dalam menangani suatu 
perkara. Dalam proses peradilan tidak semestinya terjadi salah 
menerapkan hukum, karena hukum sebagai pijakan utama dalam 
memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara. 
2. Untuk pada penegak hukum agar selalu memantau perubahan undang-
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